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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul ‘Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 

Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012 Tentang Zina. 

1. Bagaimana Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP Pasal 483 Tahun 

2012 tentang tindak pidana zina ? 

2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam tentang Konsep RUU KUHP 

pasal 483 tahun 2012 mengenai tindak pidana zina  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitianyang 

menggunakan data sekunder (dalam hal ini buku-buku). Metodepengumpulan data 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research): 

a. Sumber Primer, yaitu pasal483 Konsep KUHP Tahun 2012, 

penjelasannya, serta pendapat para pakar hukum pidana. 

b. Sumber Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di 

atas, di antaranya: Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' al-Jinai; Barda 

Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana; Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Sholehuddin, 

M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System 

dan Implementasinya; Soedarto, "Suatu Dilema dalain Pembaharuan 

Sistem Pidana Indonesia," Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar 

Hukum Pidana pada Fakultas-Hukum Diponegoro; Hukum dan Hukum 

Pidana; Hukum Pidana 1. 

Pidana zina dalam Pasal 483 ayat (I) sub a, b, c, d, e Rancangan Konsep 

KUHP tahun 2012, penuntutan terhadap pelaku zina hanya dilakukan atas 

pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam  kasus  ini,  atau  mereka  

yang  merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Dalam hukum Islam perzinaan  

dianggap  sebagai  suatu  perbuatan yang  sangat terkutuk dan  dianggap  sebagai  

jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. 

Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang 

yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan 

tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan 

dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. 

Dalam   mewujudkan   keadilan, kepastian   hukum, ketertiban, dan 

efektivitas penegakan hukum  maka  perlu  reformulasi  Pasal  483  RUU  KUHP  

versi  2012 dengan mengadopsi sanksi pidana versi hukum pidana Islam. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam hukum pidana Islam terdapat tiga jarimah, yakni Jarimahhudud, 

Jarimah Qisas dan Jarimah ta’zir. Jarimahhudud adalah jarimahjarimah yang 

diancam dengan hukuman had, pengertian  hukuman  hadhukuman  hukuman 

yang  telah  ditentukan  oleh syara’ dan  menjadi  hak  Allah  (hak masyarakat)
1
. 

Jarimah Qishas adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman qishas. Jarimah 

Hudud adalah Suatu jarimah yang diancam padanya hukuman had, yaitu hukuman 

yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. Jarimah 

hudud ada 7 macam, yaitu zina Qadzaf (Menuduh zina), sukr (minum-minuman 

keras), Sariqah (pencurian), Hirabah (perampokan), Riddah (Keluar dari islam) 

dan bughah (pemberontakan).
2
. Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan 

bahwa jarimah zina merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman had. 

Menurut Ibnu Rusyd, zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan 

karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena 

pemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para 

ulama islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang 

dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak 

                                                             
1Jaih Mubarok dan Enceng Arif  Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah(Asas-asas Hukum Pidana  Islam), 

jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 164. 
2Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm 7 
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2 

menghindarkan hukuman tersebut.
3
 

Menurut Sayyid Sabiq bahwa semua bentuk hubungan kelamin yang 

menyimpang dari ajaran agama islam dianggap zina yang dengan sendirinya 

mengundang hukuman yang telah digariskan, karena zina merupakan salah satu 

diantara perbuatan perbuatan yang telah dipastikan hukumnya.
4
 

Kaum muslim sepakat bahwa hukuman bagi pezina yang belum kawin 

adalah seratus kali dera. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya : 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap tiap 

seorang dari keduanya seratus dera. (QS. An-Nur: 2)
5
 

Mengacu pada uraian keterangan diatas, dalam hukum pidana islam, 

ditinjau dari segi pelakunya, maka perzinaan dapat diklasifikasikan:                                    

1. ZinaMuhsan; 2. ZinaGhairuMuhsan. 

1. ZinaMuhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan 

yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina 

muhsan ini ada dua macam: 1. Dera seratus kali, dan 2. Rajam. 

2. Zina Ghairu Muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghairo 

muhsan ini ada dua macam, yaitu 1. Dera seratus kali, dan 2. 

Pengasingan selama satu tahun.  

 

Dalam KUHP lama, perzinaan diatur dalam pasal 284 KUHP, yang 

diancam dengan pidana adalah hanya untuk laki-laki dan perempuan yang berada 

dalam ikatan perkawinan, sedangkan untuk laki-laki dan perempuan yang tidak 

dalam ikatan perkawinan tidak diancam pidana. Akan tetapi dalam konsep KUHP 

Tahun 2008, dan tahun 2012, laki-laki dan perempuan yang berada dalam ikatan 

                                                             
3Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid wa nihayah al muqtasid, juz 2, beirut: Dar Al Jiil, 1409 H/1989, 

hlm. 324 
4Sayyid Sabiq, Fiqh Al- Sunnah, Jilid 11, Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, 1980, hlm. 400 
5Yayasan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, hlm. 543. 
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perkawinan, dan yang tidak dalam ikatan perkawinan dapat diancam pidana. 

Hanya saja sifat deliknya masih delik aduan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 483 

KUHP Tentang Zina (Rancangan konsep KUHP Tahun 2008). 

Pasal 483 Tentang Zina 

(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun: 

a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawianan  melakukan  

persetubuhan dengan perempuan  yang bukan istrinya; 

b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan  

persetubuhan  dengan  laki-laki  yang bukan  suaminya; 

c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan 

persetubuhan dengan perempuan, padahal  diketahui bahwa 

perempuan tersebut  berada dalam  ikatan  perkawinan; 

d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan  

persetubuhan  dengan laki-laki, padahal  diketahui  bahwa laki-laki 

tersebut berada dalam  ikatan perkawinan; atau 

e. Laki-laki dan perempuan  yang masing- masing tidak terikat dalam 

perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diketahui 

penuntutan  kecuali  atas  pengaduan  suami, istri, atau  pihak  ketiga 

yang  tercemar. 

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat  2 tidak berlaku 

ketentuan pasal 25, pasal 26, dan  pasal  28. 

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang  

pengadilan belum dimulai. 

 

Rancangan penjelasan konsep KUHP Tahun 2008 menjelaskan bahwa 

pasal 483 mengatur mengenai tindak  pidana  zina, dengan tidak membedakan  

antara  mereka yang telah kawin dan  yang  belum  kawin. Begitu pula tidak 

dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana 

tersebut. 

Rumusan tentang zina dalam  pasal  483 rancangan  konsep KUHP 2008 

sama dengan  rumusan pasal  483 rancangan konsep KUHP  2012. Jadi sedikit 
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4 

pun tidak ada perbedaan. Pasal  483 konsep KUHP  2012 menegaskan : 

(1) Dipidana karena zina , dengan  pidana penjara paling  lama  5 (lima) 

tahun : 

a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan 

persetubuhan dengan perempuan  yang bukan istrinya; 

b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan  

persetubuhan  dengan laki-laki  yang bukan suaminya; 

c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan  

persetubuhan  dengan perempuan,  padahal diketahui  bahwa 

perempuan tersebut  berada dalam  ikatan  perkawinan; 

d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan  

persetubuhan  dengan laki-laki, padahal  diketahui bahwa laki-laki 

tersebut berada dalam  ikatan  perkawinan atau  

e. Laki-laki dan perempuan yang masing- masing tidak terikat dalam  

perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. 

(2) Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan  suami, istri, atau  pihak  

ketiga yang tercemar. 

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

berlaku  ketentuan pasal  25, 26, dan pasal  28 

(4)  Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang  

pengadilan belum dimulai.  

 

Rancangan  penjelasan konsep KUHP Tahun 2012 menjelaskan bahwa 

pasal 483 mengatur mengenai tindak pidana zina,dengan tidak membedakan 

antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin.Begitu pula tidak 

dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana 

tersebut. 

Yang menjadi masalah mengapa dalam konsep KUHP 2012, delik 

perzinaan hanya dikelompokkan sebagai delik aduan? sedangkan dalam hukum 

pidana Islam, perzinaan itu dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang 

termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang 

menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. Kelompok jarimah 
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hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan 

rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagaian anggota tubuh 

pelaku jarimah. Berpijak pada masalah di atas, bagaiamana tindak pidana 

perzinaan dalam pasal 483 KUHP di tinjau dari hukum pidana islam. Bagaimana 

sebaiknya merumuskan delik perzinaan dalam pasal 483 KUHP dalam rangka 

pembaharuan hukum pidana. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih judul: Analisis Hukum Pidana 

Islam Terhadap Pasal 483 Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012 tentang zina. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Konsep Tindak pidana zina dalam pasal 483 RUU KUHP Tahun 2012 

2. Tinjauan menurut hukum positif tindak pidana zina dalam pasal 483 RUU 

KUHP Tahun 2012 

3. Analisis Hukum Islam terhadap pasal 483 RUU KUHP Tahun 2012 

tentang zina 

4. Eksistensi RUU KUHP pasal 483 Tentang Tindak pidana zina 

5. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pasal 483 RUU KUHP Tahun 

2012 tentang zina 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan Upaya untuk menyatakan secara tersurat 

pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,
6
 maka yang 

menjadi rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP Pasal 483 Tahun 2012 

tentang tindak pidana zina? 

2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam tentang Konsep RUU KUHP pasal 

483 tahun 2012 mengenai tindak pidana zina  

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah  

1. Untuk mengetahui konsep tindak pidana zina dalam pasal 483 RUU KUHP 

Tahun 2012 

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana zina 

dalam pasal 483 RUU KUHP Tahun 2012. 

 

E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelitian di perpustakaan ditemukan beberapa penelitian 

yang juduinya mendukung penelit ian ini. Beberapa penelit ian yang dapat  

dijadikan data pendukung, di antaranya: 

1. skripsi yang disusun oleh Sayidatul Fadlilah (NIM: 3100238 IAIN 

Walisongo) dengan judul Larangan perzinaan dalam Islam dan Implikasinya 

                                                             
6Jujun S. Suria Sumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popoler, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, Anggota IKAPI, 1993, hlm. 112 
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terhadap Pendidikan Akhlak Anak. Skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dan library research 

(penelitian kepustakaan). Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode 

deskriptif analisis. Menunrt peyusun skripsi ini bahwa zina adalah hubungan 

kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah 

dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Delik perzinaan 

ditegaskan dalam alQur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum 

menikah (ghair muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera 

seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. 

Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Sedangkan menurut istilah, 

rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Adapun 

dasar hukum deraa atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat 

an-Nur ayat 2. 

Penelitian kedua berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian 

kedua hanya menganalisis implikasinya terhadap pendidikan akhlak anak, dan 

sama sekali tidak membahas menurut hukum positif versi konsep RUUKUHP 

tahun 2012
7
. 

2. penelitian yang disusun oleh Choirun Nidzar Alqodari (NIM: 21 47 IAIN 

Walisongo Semarang) dengan judul: Studi Analisis Pendapat Syafi'i tentang 

Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan. Temuan penelitian 

menyimpulkan bahwa menurut Syafi'i, setiap pezina ghair muhsan harus 

                                                             
7Sayidatul Fadlilah, Larangan perzinaare dalam Islam dan Implikasinya terhadap Pendidikon 

Akhlak Anak, Skripsi Tidak Diterbitkan, Sematang: LAIN Walisongo Semarang. 
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8 

dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau 

perempuan, merdeka maupun hamba. Pendapat Imam al-Syafi'i berbeda dengan 

pendapat Abu Hanifah dan Malik. Menunrt Abu Hanifah dan para pengikutnya, 

tidak ada pengasingan bagi pezina ghair muhsan. Sedangkan menurut Malik, 

pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak (likenakan 

terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dilemukakan oleh al-Auza’i. 

Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba. Dalil yang 

digunakan Syaf'i adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah Yahya ibn 

Khalaf, dari Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah dari Abu Sa'id al-

Khudri dari Turmudzi
8
. 

Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian penulis sebagai berikut; 

1. Penelitian di atas menggunakan studi tokoh yaitu Imam Syafi'i dengan 

mengkaji Kitab al-Umm 

2. Yang dibahas adalah masalah kedudukan hukum isolasi atau 

pengasingan terhadap pelaku zina, dan sama sekali tidak membahas 

Pasal 284 KUHP versi lama dengan Pasal 483 Rancangan KUHP tahun 

2012. Sedangkan penelitian penulis hendak mengkaji persoalan 

perzinaan dari sudut Pasal KUHP versi lama dengan versi Rancangan 

terbaru tahun 2012. 

3. penelitian yang disusun oleh Abdul Wahab (NIM: 2103094 IAIN 

Walisongo Semarang) dengan judul: Pendapat Imam Syafi'i tentang 

                                                             
8Choirun Nidzar Alqodari, Studi Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku 

Zina Ghair Muhsan, Skripsi Tidak Diberbitkan, Semarang. IAIN Walisongo Semarang. 
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Pemberlakuan Hukum Rajam bagi Kafir Dzimmy. Temuan penelitian 

menyimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i bahwa pelaku zina kafir 

dzimmy dapat dikenakan hukum rajam. Dalam hal ini Imam Syafi'i 

tidak mensyaratkan Islam, karena dalam perspektif Imam Syafi'i 

bahwa orang kafir dzimmy yang melakukan zina bisa dikenakan 

hukum rajam. Menurut penulis, jika kafir dzimmy yang melakukan 

perzinaan tidak dikenakan hukum rajam, sedangkan perbuatannya bisa 

menularkan penyakit, maka perbuatan zina kafir dzimmy akan 

meresahkan umat Islam dan posisi umat Islam sangat dirugikan. 

Perzinaan jika dibiarkan akan merusak sendi – sendi moral dan akhlaq 

yang pada akhirnya bisa merusak generasi umat Islam. Dengan 

demikian terasa adil apabila kafir dzimmy dikenakan hukum rajam. 

Dalam hubungannya denga hukum rajam bagi pelaku zina kafir 

dzimmy, Imam Syafi'i menggunakanmetode istinbat hukum yaitu al-

Qur'an, yaitu surat al-Maidah 48, serta hadist riwayat dan Abu ath-

Thahir dan Abdullah bin Wahb, Hadis riwayat dan al-Hakam bin Musa 

Abu Shaleh dari Syu'ab bin Ishak, dan hadis riwayat dari Harun bin 

Abdillah dari Hajaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij. Hadis riwayat 

Muslim. Di samping itu Imam Syafi'i menggunakan qiyas
9
. 

 

 

                                                             
9Abdul Wahab, Pendapat Imam Syafi’i tentang Pemberlakuan Hukum Rajam bagi Kafir Dzimmy, 

Skripsi Tidak Diterbitkan, Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2007. 
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Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis sebagai berikut; 

1) Penelitian di atas menggunakan studi tokoh yaitu Imam Syafi'i dengan 

mengkaji Kitab al-Umm 

2) Penelitian di atas hanya membahas pelaku perzinaan yang 

dikategorikan kafir zimmy, sedangkan penelitian penulis tidak 

membahas kafir zimmy melainkan membahas pelaku zina terlepas 

apakah dia kafir zimmy atau bukan 

3) Penelitian penulis membahas KUHP nasional yang menjadi hukum 

positif, dan tidak membahas pendapat Imam Syafi' i. 

Berdasarkan telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

penulis mempunyai nilai kebaharuan dan tidak mungkin dapat melakukan 

duplikasi atau plagiat terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga 

penelitian penulis memiliki nilai originalitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara metodologis. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu 

penelitianyang menggunakan data sekunder (dalam hal ini buku-buku). 

Metodepengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research): 

a. Sumber Primer , yaitu pasal 483 Konsep KUHP Tahun 2012, 

penjelasannya,serta pendapat para pakar hukum pidana. 
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b. Sumber Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di 

atas, di antaranya: Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' al-Jinai; Barda 

Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana; Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Sholehuddin, 

M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track 

System dan Implementasinya; Soedarto, "Suatu Dilema dalain 

Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia," Pidato Pengukuhan Jabatan 

Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas-Hukum Diponegoro; 

Hukum dan Hukum Pidana; Hukum Pidana 1. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi 

documenter. Dokumentasi (documentation) dilakukan dengan cara 

pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan 

demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan 

klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, 

baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website 

dan lain lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan library 

research, mengkaji buku-buku, website, foto, dan dokumen dokumen lain. 

3. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data
10

, penulis menggunakan deskriptif analisis, 

yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung 

                                                             
10Moh. Nazir. Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999, hlm,419. 
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(angka statistik)
11

Dalam halini hendak diuraikan perzinaan Pasal 483 tentang 

Zina dalam rancangm konsep KUHP Tahun 2012. Ap1ikasi metode ini 

dengan menyelidiki secara kritis latar belakang lahirnya KUHP lama warisan 

kolonial Belanda dan lahirnya konsep KUHP tahun 2012. 

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan 

diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, sistematikaa penelitian. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan 

diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, sistematikaa penelitian. 

Bab kedua tinjauan umum tentang zina yang meliputi (pengertian zina, 

klasifikasi zina, unsur-unsur zina. Hukuman yang meliputi (pengertian dan dasar - 

dasar penjatuhan hukuman, tujuan hukuman, macam-macam hukuman dan 

pelaksanaannya). 

 

                                                             
11Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, 

hlm. 134. Bandingkan dengan Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. 

Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2. Koencaraningrat, Metode – Metode Penelitian Masyarakat, 

Jakrta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1970, hlm. 269, 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

13 

Bab ketiga tentang perzinaan rancangan konsep KUHP Tahun 2012 yang 

meliputi konsep KUHP Tahun 2012 (pembaruan dalam RUU KUHP Nasional, 

dasar pemidanaan dan penjatuhan pidana). Perzinaan dalam Pasal 483 Konsep 

KUHP Tahun 2012. 

Bab keempat berisi analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 

perzinaan dalam konsep KUHP tahun 2012, meliputi konsep pidana perzinaan 

dalam Pasal 483 RUU Konsep KUHP Tahun 2012, pandangan hukum pidana 

Islam terhadap perzinaan dalam Pasal 483 RUU Konsep KUHP Tahun 2012. 

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian 

pembahasan sripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

HAD ZINA DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Had Zina 

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan 

yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena pemilikan (terhadap 

hamba). Dua macam pengertian zina yaitu: menurut etimologi dan terminologi. 

Zina menurut etimologi adalah perbuatan bersetubuh yang tidak syah, sedangkan 

menurut terminologi diartikan sebagai perbuatan seorang laki-laki yang 

melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang menurut naluriyah 

kemanusiaan perbuatan itu dianggap wajar, namun diharamkan oleh syara’. 

Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meski 

mereka masih berselisih pendapat tentang manakah yang dikatakan syubhat, yang 

menghindarkan hukuman had, dan mana pula yang tidak menghindarkan 

hukuman tersebut. 

Ulama Malikiyah mendefinisikan zina me-wathi nya seorang laki-laki 

mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. 

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam 

faraj yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. 

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam jauh 

berbeda dengan sistem hukum barat, karena dengan hukum Islam, setiap 

hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang 

yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang 
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mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak 

pidana. 

Konsep syari’at ini adalah untuk mencegah menyebarluasnya kecabulan 

dan kerusakan aklak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa penzinaan itu 

tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih 

kepentingan masyarakat.
12

 

Kerusakan moral yang melanda dunia barat menurut para ahli justru 

karena diperbolehkannya perzinaan bila dilakukan oleh orang dewasa yang 

dilakukan dengan rela sama rela, sehingga banyak laki-laki yang berpaling dari 

kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal ini sudah tentu membuatnya menjadi 

oaring yang tidak bertanggung jawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat 

terpenuhi melalui hubungan seksual dengan setiap wanita yang bukan istrinya asal 

rela sama rela. 

Islam merupakan agama yang memiliki tatanan dan aturan yang terbaik 

termasuk dalam masalah hubungan laki-laki dengan perempuan. Islam 

meletakkan kode etika yang beradab dalam hal ini yang tidak dimiliki oleh aturan 

dan tatanan manapun di dunia ini. Semua itu demi kebaikan dan kesucian 

masyarakat termasuk rumah tangga. Di antara tindak preventif Islam untuk 

menangkal penyakit ini adalah dengan meletakkan hukuman-hukuman atas 

pelakunya di dunia dan di akhirat. 

Dalam bahasa arab, zina diambil dari kata : ًًزَنىَيزَْنِيزِنىً،وزِناَء  yang artinya 

berbuat fajir (nista). Menurut Ibnu Rusydi zina adalah melakukan hubungan 

                                                             
12Muttafaqun ’alaih: Fathul Bari XII: 114 No. 6811, Muslim I: 90 No. 86, 
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seksual (jima’) di kemaluan tanpa pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan 

tidak juga karena syubhat. Sedangkan menurut H.A.Dzajuli dengan mengutip 

ulama Malikiyah zina adalah mewathui’nya laki-laki mukallaf terhadap faraj 

wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun menurut 

ulama Syafi’iyah, zina adalah memasukan zakar kedalam faraj yang haram 

dengan tidak syubhat dan cara cara naluriah memuaskan hawa nafsu. Zina sebuah 

hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki ikatan 

hubungan perkawinan secara sah. Dilakukan secara sadar serta tanpa adanya unsur 

syubhat. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya mendapatkan 

sanksi yang sangat berat, baik hukum dera maupan rajam karena alasan yang 

dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. 

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi 

mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu wathi haram dan sengaja atau ada 

itikad jahat. Seseorang dianggap memiliki itikad jahat apabila ia  melakukan 

perzinahan dan ia tahu bahwa perzinahan itu haram.Yang dimaksud wathi haram 

adalah wathi pada faraj wanita bukan istrinya atau hambanya atau masuknya zakar 

itu seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina meskipun 

ada penghalang  antara zakar dan farajnya selama penghalang itu tidak 

menghalangi kenikmatan,dan    melakukan zina satu kali akan menghapuskan 

amal selama tujuh puluh tahun,proses modernisasi yang tidak dilandasikan dengan 

agama membawa integritas manusia menurun. Anak manusia sudah tidak lagi 

memikirkan oleh siapa ia dilahirkan dan dikandung selama sembilan bulan, setiap 

keinginannya hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan 
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orang lain bahkan orang tuanya sekalipun. Al-Qur’an menjelaskan bahwa 

ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Dengan proses modernisasi ini juga 

memyebabkan tidak patuhnya atau tidak taatnya anak manusia terhadap hukum 

atau norma-norma yang mengatur manusia untuk hidup lebih bermoral dan 

beradab yang membedakan manusia dengan makhluk lain ciptaan-Nya. 

Hubungan seks misalnya yang dijadikan sebagai ungkapan kasih sayang 

untuk mempersatukan yang dipersatukan. Merupakan curahan dari semua 

keakraban antara dua anak manusia dua pribadi yang bertekad untuk hidup 

bersama. Bersama dalam suka maupun duka (karena itulah muncul istilah 

bersetubuh menjadi satu tubuh), ia adalah milika saya dan saya adalah miliknya, 

ia adalah saya dan saya adalah dia. Perzihan merupakan salah satu contohnya. 

Banyak kaum muda-mudi melakukan hal tersebut demi kepuasan keinginanya, 

bahkan ada juga yang sudah lanjut usia pun ikut-ikutan demi memenuhi 

kebutuhan biologisnya. 

Hubungan biologis atau hubungan badan antara lawan jenis yang tidak 

didahului dengan akad nikah yang syah merupakan suatu perbuatan dosa beasr 

yang sangat dilarang oleh Agama.Rasulullah mengajarkan manusia agar menjauhi 

dari perbuatan zina.
13

 

Penyaluran cinta dan kasih sayag yang di ekspresikan melalui bersetubuh 

tanpa adanya ikatan pernikahan terlebih dahulu merupakan perbuatan zina. 

Menurut KUHP Pasal 284 Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki 

yang bukan dengan istrinya atau suaminya dengan dasar suka sama suka. 

                                                             
13 Asyhari Abul Ghafar, Pandangan Islam tentang Zina (Jakarta: Andes Utama 1996), Cet 

III, h.13. 
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Sedangkan menurut para Fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu 

melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) 

kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram,bukan karena shubhat dan atas 

dasar syahwat. 

Pasangan dua sejoli yang mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayangnya 

melalui bersetubuh tanpa didahului dengan perkawinan yang syah merupakan 

perbuatan dosa besar setelah syirik (mempersekutukan Allah) dan membunuh. 

Di Indonesia khususnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam 

perbuatan tersebut sudah termasuk perbuatan yang merusak norma-norma asusila 

di masyarakat. Tetapi hal tersebut acap kali masih sering dilakukan oleh kaum 

muda-mudi yang sedang dimabuk asmara,kendati orang tua dari salah satu pihak 

atau kedua-duanya tidak menyetujui hubungan mereka dikarenakan berbagai 

hal,sehingga pun mereka nekat melakukan zina terlebih dahulu sebelum menikah 

untuk mendapatkan restu dari orang tuanya. 

Hubungan seks sangat erat kaitannya dengan perkawinan, maka dari itu 

harus di awali dari perkawinan itu, baik laki-laki dan perempuan dihalalkan untuk 

bersetubuh. Tanpa diawali dengan perkawinan maka seorang laki-laki dan 

perempuan diharamkan untuk bersetubuh, perzinaan akan mengakibatkan 

langsung terjadinya penyakit-penyakit menular yang sangat membahayakan, 

perbuatan zina juga dapat menghilangkan nasab, artinya secara otomatis menyia-

nyiakan harta warisan, kejahatan perbuatan zina dalam Islam, sudah ditentukan 

sanksi hukumnya,karena dalam pandangan agama bersetubuh diluar akad 

perkawinan merupakan perbuatan zina. Perilaku ini sangat melanggar hukum 
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yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat 

akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan 

dosa. Ketentuan ini mempunya tujuan agar manusia tidak terjerumus dalam 

perbuatan yang di murkai Allah.  

Riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya disebutkan bahwa Rasulullah 

SAW. Bersabda, “seorang ahli ibadah (pendeta)dari Bani Israil telah beribadah 

kepada Allah Taala selama enam puluh tahun didalam tempat ibadahnya 

(sinagoga). Suatu ketika, hujan turun dan bumi subur menghijau. Kemudian, 

pendeta itu melihat dari sinagoga dan memperhatikan, lalu berkata, “jika aku 

turun dan berzikir kepada Allah, maka akan bertambahlah kebaikan. “Lalu dia 

turun dengan membawa sepotong atau dua potong roti. Ketika berjalan, dia 

bertemu dengan seorang wanita sehingga terjadilah percakapan yang akhirnya 

melakukan zina, kemudian dia pingsan. Setelah siuman, dia turun kakali untuk 

mandi. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis, lalu pendeta itu menunjuk dengan 

tangannya kepada pengemis agar mengambil dua potong roti tersebut, kemudian 

dia meninggal dunia. Lalu, ditimbanglah ibadahnya selama enam puluh tahun 

dengan perbuatan zinanya dan ternyata zina tersebut lebih berat timbangannya 

daripada ibadah selama enam puluh tahun. Lalu, dua roti yang dia sedekahkan 

disimpan dalam itu kebaikannya, maka kebaikannya menjadi lebih berat sehingga 

dia diampuni.” Demikian tercantum dalam kitab Zawajir. 

Pelaku zina itu diklasifikasikan kedalam dua bagian: Perawan atau Jejaka 

dan bukan perawan atau bukan jejaka (Muhshan). 
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Dan hukuman bagi perawan atau jejaka tersebut. Para Ulama telah 

bersepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atasdiri perawan atau jejaka yang 

melakukan zina ialah dera/pukulan sebanyak seratus kali. Dasarnya ialah firman 

Allah: Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah 

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan 

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 

beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 

mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (surat An-Nur 

ayat 2)[6] 

Bila seseorang menuduh orang lain berbuat zina, maka wajib baginya had 

qadzaf dengan delapan syarat. 

Tiga syarat terdapat pada pihak penuduh yaitu: 

1. Dia sudah baligh 

2. Berakal sehat 

3. Bukan orang tua bagi pihak tertuduh. 

Adapun lima syarat terdapat pada pihak tertuduh yaitu: 

1.    Dia orang Islam 

2.    Sudah baligh 

3.    Berakal sehat 

4.    Merdeka 

5.    Selalu memelihara diri dari perbuatan zina. 

Orang yang menuduh seseorang berzina tanpa ada bukti did era dengan: 

1.    Kalau orang merdeka did era 80 kali. 

2.    Kalau hamba (budak) did era separonya yaitu 40 kali. 
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B. Dasar Hukum Tindak Pidana Zina 

Zina oleh agama adalah perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan 

sudah seharusnya diberikan hukuman maksimal, mengingat akibat yang 

ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan, dan dosa. 

segala bentuk hubungan kelamin diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang 

membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat disamping sebagai 

perbuatan yang sangat nista. Allah swt. berfirman dalam Surah Al- Isra Ayat 32 

نىًَاإنَِّهًُكَانًَفَاحِشَةًوَسَاءَسَبِيلاً (٢٣:الاسراء)وَلاتقَْرَبوُاالزِّ  

 

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS Al-Isra’:32). 

Berdasarkan ayat diatas, setiap ummat Islam dilarang mendekati perbuatan 

zina.Al-Qur’an dan sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina baik 

yang belum menikah (ghairu muhsan) yakni didera seratus kali. Sementara bagi 

pelaku zina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam secara bahasa berarti 

melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari pezina 

muhsan sampai menemui ajalnya. Dasar hukum didera atau cambuk seratus kali 

adalah firman Allah SWT dalam surah An Nur ayat : 2 

 الزانيةًوالزانيًفاجلدواًكلًواحدًمنهمامائةجلدًةًولاتاًخذًكمًبهمارافةفيًدًينًاللهًانًكنتم

(٣:النور)تؤًمنوًنًباًاللهًواليوًمًالاخرًوليشهدًعذابهماًطائفةًمنًالمؤًمنينً  

Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
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kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. ( Q.S. 

an-Nur :2 )  

 Dari Abdullah bin Mas’ud r.a, ia berkata: Saya pernah bertanya kepada 

Rasulullah saw, “(Ya Rasululla
14
h), dosa apa yang paling besar?” Jawab Beliau, 

“Yaitu engkau mengangkat tuhan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang telah 

menciptakanmu.” Lalu saya bertanya (lagi), “Kemudian apa lagi?” Jawab Beliau, 

“Engkau membunuh anakmu karena khawatir ia makan denganmu.” Kemudian 

saya bertanya (lagi). “Lalu apa lagi?” Jawab Beliau, “Engkau berzina dengan 

isteri tetanggamu.” Allah SWT berfirman dalam QS Al-Furqaan: 68-70 

والذًينًلايدًعوًنًمعًاللهًالهاًاخرًولايقتلوًنًالنفسًالتيًحرًمًاللهًالابالحقًولايزًنوًنً

ً ً°ًومنًيفعلًذلكًيلقًاشاًما ًنا الاًمنًتابًوامنً°ًيضعفًلهًالعذًابًيوًمًالقيمةًويخلدًفيهًمها

(٠٧ًً–٨٦:الفرقان)°ًًًًوعملًعملاًصالحاًفاولكًيبدًلًاللهًسياًتهمًحسنتًوكانًاللهًغفورارحيماً  

Artinya : Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta 

Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali 

dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang 

demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat 

gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, 

dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan 

mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka di ganti Allah dengan 

kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-

Furqaan: 68-70). 

                                                             
14 Aunul Ma’bud VI: 422 No. 2293 No. Tirmidzi V: 17 No. 3232). 
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Dalam hadist Sumarah bin Jundab yang panjang tentang mimpi Nabi saw, 

Beliau saw bersabda: 

“Kemudian kami berjalan dan sampai kepada suatu bangunan serupa 

tungku api dan di situ kedengaran suara hiruk-pikuk. Lalu kami tengok ke dalam, 

ternyata di situ ada beberapa laki-laki dan perempuan yang telanjang bulat. Dari 

bawah mereka datang kobaran api dan apabila kena nyala api itu, mereka 

memekik. Aku bertanya, “Siapakah orang itu” Jawabnya, “Adapun sejumlah laki-

laki dan perempuan yang telanjang bulat yang berada di dalam bangunan serupa 

tungku api itu adalah para pezina laki-laki dan perempuan.                                     

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah seorang hamba 

berzina tatkala ia sebagai seorang mu’min; dan tidaklah ia mencuri, manakala 

tatkala ia mencuri sebagai seorang beriman; dan tidaklah ia meneguk arak ketikaia 

meneguknya sebagai seorang beriman; dan tidaklah ia membunuh (orang tak 

berdosa), manakala ia membunuh sebagai seorang beriman.Dalam lanjutan 

riwayat di atas disebutkan: Ikrimah berkata, “Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, 

‘Bagaimana cara tercabutnya iman darinya?’ Jawab Ibnu Abbas: ‘Begini –ia 

mencengkeram tangan kanan pada tangan kirinya dan sebaliknya, kemudian ia 

melepas lagi–, lalu manakala dia bertaubat,
15

 maka iman kembali (lagi) kepadanya 

begini –ia mencengkeramkan tangan kanan pada tangan kirinya (lagi) dan 

sebaliknya, Rasulullah SAW bersabda : 

ِ صَلهى اللَُّ عَليَْهِ وَسَلهمَ  نْبِ أعَْظَمُ ؟، قاَلَ : سَألَْتُ رَسُوْلَ اللَّه هِ نِداً وَهوَُ خَلقَكََ ، قلُْتُ : أيَُّ الذه ََ ثمُه :أنَْ تجَْعَلَ للِّ

تزَُانيَِ حَليِْلَةَ جَارِكَ  أنَْ : ثمُه أيَُّ ؟ قاَلَ :أنَْ تقَْتلَُ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أنَْ يطَْعَمَ مَعَكَ ، قلُْتُ : أيَُّ ؟ قاَلَ   

                                                             
15 (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3462 dan Fathul Bari XII: 438 no: 7047). 
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Artinya : Aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 

sallam : Dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab: Engkau menjadikan 

tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal Allah Azza wa Jalla telah 

menciptakanmu. Aku bertanya lagi: “Kemudian apa?” Beliau menjawab: 

Membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersamamu.” Aku bertanya lagi: 

Kemudian apa ? Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab lagi: Kamu 

berzina dengan istri tetanggamu". (HR.Muslim). 

Unsur-unsur Zina 

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi 

mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu wathi haram dan sengaja atau ada 

itikad jahat. Seseorang dianggap memiliki itikad jahat apabila ia melakukan 

perzinahan dan ia tahu bahwa perzinahan itu haram. 

Yang dimaksud wathi haram adalah wathi pada faraj wanita bukan istrinya 

atau hambanya atau masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur 

dan tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dan farajnya 

selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan. 

Dasar Penetapan Hukum Zina 

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan 

sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan 

orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun 

dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut : 

a. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. 

Sebagaimana Firman Allah: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan 
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perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang 

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, 

Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka 

menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. An-

Nisa (4) : 15). 

Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, 

waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka 

belum bisa dikatakan berbuat zina. 
16

 

b. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal. 

c. Qorinah atau tanda-tanda atau indikasi. 

d. Qorinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah 

jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan perkosaan)  

Rasulullah mengabari   bahwa, “ada seorang wanita pelacur yang telah 

memberi minum seekor anjing,lalu allah berterima kasih kepadanya dan 

mengampuni dosa-dosanya.
17

 

 

C. Macam-Macam Had Zina 

1. Zina mukhson   زِنامَُحْصَن 

Zina mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat 

tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau 

janda. 

                                                             
16 Muhamad Wahyuni Nafsi dkk, ed, Kontektualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. 

Munawir Sjadzali, MA, (Jakarta: IUPHI dan Paramadina, 1995), h.405. 
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Hukuman (had) bagi pelaku zina mukhshon, yaitu dirajam atau 

dilempari batu sampai ia mati.  Sebagaimana sabda Nabi : 

مَامْرَأةَمًِنْجُهَيْنَةَوَرَجَمَيهَوُْدِيًَّ ََ اوَرَجَ ًرًَسُوْلًَاللهًصَِلَّىًاللهًعَليَْهًِوَسَلَّمًَرَجَمَماعَِزَّ ينًِْانََّ  

اجرجهمسلمواترمذي)وَامْرَأةًََمِنعَامِرٍمِنَالْأَزْدًِ  ) 

“Sesungguhnya Rasulullah saw. merajam seseorang yang bernama 

Ma’iz dan merajam seorang perempuan dari kabilah Juhainah serta merajam 

pula dua orang Yahudi dan seorang perempuan dari kabilah Amir dari suku 

Azd (H.R. Muslim dan Tirmidzi). 

 Rasulullah saw menanyakan kepada seorang laki-laki yang mengaku 

berzina, ”Apakah engkau seorang muhshon (sudah menikah)? Orang itu 

menjawab,’Ya’. Kemudian Nabi bersabda lagi,’Bawalah orang ini dan 

rajamlah'.” (HR Bukhori Muslim) 

2. Zina ghairu mukhshon   زِنَاغَيْرُمُحْصَن 

Zina ghairu mukhson yaitu zina yang dilakukan orang yang belum         

pernah menikah Had (hukuman) bagi pelaku zina ghairu Mukhson di jilid atau 

di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Hal 

ini berdasarkan firman Allah: 

الزانيةًوالزانيًفاجلدواًكلًواحدًمنهمامائةجلدًةًولاتاًخذًكمًبهمارافةفيًدًينًاللهًانًكنتمً

(٣:النور)تؤًمنوًنًباًاللهًواليوًمًالاخرًوليشهدًعذابهماًطائفةًمنًالمؤًمنينً  

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 

Allah,jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat,dan hendaklah 
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(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang 

yang beriman (Q.S. an-Nur :2)  

Rasulullah SAW bersabda : 

ًصَلًَّاللهًُعَلَيْهًِوَسَلَّمًيَأًَمُْرُفِيًْمَنْزنىَ  عَنًْزَيدًِبْنًِخَاًلدًٍِرَضِيًَاللهًعَُنْهًُقاَلًَسَمِعْتوُالنًّبَىَِّ

(رواهًالبخارى)ًوَلَمًْيحُْصَنًْجَلدَْمِائةًٍَوًَتعَْرِيْبًَعَامًٍ  

“Zaid bin Kholid ra. Berkata : “ Saya telah mendengar Rasulullah 

SAW. memerintahkan supaya orang yang zina ghairu mukhson didera seratus 

kali dan dibuang (diasingkan) satu tahun “  (H.R. Bukhari)  

Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya 

khalifah (kepala negara Khilafah Islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi 

olehnya seperti qadhi atau hakim . Qadhi (hakim) memutuskan perkara 

pelanggaran hukum dalam Mahkahmah pengadilan. Dalam memutuskan 

perkara tersebut qadhi itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan 

syara’. Yang harus dilakukan pertama kali oleh qadhi adalah melakukan 

pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi. 

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukum 

atasnya ditunda hingga wanita hamil itu mel
18

ahirkan dan orang yang sakit 

sembuh dari penyakitnya,karena pada prinsipnya kesalahan hanya dibebankan 

kepada orang yang melakukannya. 

                                                             
18 (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 3462 dan Fathul Bari XII: 438 no: 7047) 
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BAB III 

PERZINAAN DALAM PASAL 483 RUU KUHP TAHUN 2012 

 

A. RUU KUHP Tahun 2012 

1. Pembaruan dalam RUU KUHP Nasional 

Upaya pembaruan hukum pidana dalam pembentukan suatu RUU 

KUHP Nasional  merupakan   kebutuhan   pokok  masyarakat   guna  

tercipta penegakan hukum yang adil.
19 Keamanan dalam naungan hukum 

didambakan oleh warga masyarakat yang mengalami "ketakutan  terhadap 

kejahatan" (fear of crime) sehingga perlu upaya penanggulangan kejahatan 

melalui perundang-undangan pidana sebagai bagian dari langkah kebijakan, 

karena semakin meningkatnya kualitas, kuantitas, dan intensitas 

pelanggaran hukum. Semua ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum 

pidana. 

Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidananya oleh Herbert L. 

Packer bukan dimaksudkan sebagai prime guarantor and prime  thereatener 

of human freedom. Artinya, sanksi pidana tidak bisa menjadi jaminan 

hukum atau ancaman utama terhadap kebebasan umat manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penggunaan sanksi pidana ini 

secara sembarangan dan "tidak pandang bulu" atau menyamaratakan 

(indiscriminately) serta digunakan secara paksa (coercively) menyebabkan 

                                                             
19 Pembaruan  KUHP yang pernah dilakukan  selama ini adalah Konsep RUU tentang Asas-

asas dan  Dasar-dasar  Pokok  Tata  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Pidana  Indonesia  (Depkeh  RI  

tahun  1964), Konsep  Rancangan  KUHP  Buku  I  (LPHN,  -1968),  Konsep  Rancangan  KUHP  

1968/1972  (BPHN), Konsep KUHP Buku II (BPHN, 1979) dan Rancangan KUHP 1999/2000 (BPHN 

dan Depkeh HAM RI), RUU KUHP tahun 2008 (BPHN dan Kemenkum HAM) 
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sarana pidana itu menjadi suatu pengancam utama bagi warga masyarakat 

yang mengharapkan tegaknya hukum dan keadilan. Padahal, sanksi pidana 

dimaksudkan untuk memulihkan   situasi semula akibat dari pelanggaran 

hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun  sekelompok  orang 

memerlukan adanya kepastian dan penegakan hukum. 

Upaya ini  dapat  dicapai  dengan  terbentuknya  suatu  KUHP  

Nasional. Artinya,  adanya   usaha  penanggulangan   kejahatan   melalui   

pembuatan suatu undang-undang pidana pada hakikatnya merupakan bagian 

integral (terpadu) dari usaha perlindungan  masyarakat  (social welfare).  

Kebijakan  atau politik hukum pidana  ini  merupakan  bagian  integral  

pula  dari  kebijakan  atau  politik  sosial (social   policy),   yakni   segala   

usaha   yang   rasional   untuk   dapat   mencapai kesejahteraan masyarakat 

dan sekaligus mencakup pada perlindungan masyarakat terhadap berbagai 

pelanggaran hukum. 

Penegakan hukum berkaitan erat dengan kebijakan hukum pidana 

(penal policy) sebagai politik kriminal yang dilakukan oleh pemerintah 

bersama aparat penegak hukum dalam rangka  mewujudkan  keadilan.  

Marc Ancel memberikan definisi tentang kriminele politiek sebagai 

"rationale organisatie van maatschappelijke reakties of misdaad"'. (Artinya, 

usaha rasional dari reaksi masyarakat di dalam upaya penanggulangan 

kejahatan). Penanggulangan kejahatan ini berdasarkan pada ketentuan/aturan 

dalam het stelsel van het wetboeck van 1886. Ia ditempuh karena adanya "de 

objectieve ernst van het delict" atau keadaan objektif sungguh-sungguh 
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terjadi dari delik undang-undang (wet delict). Usaha rasional atau tindakan 

nyata ini dalam bentuk  kebijakan hukum pidana pada penegakan hukum. 

Kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup  kebijakan  bidang  

hukum  pidana  materiil,  hukum  pidana  formal,  dan hukum pelaksanaan 

pidana.
20

 

Pembentukan undang-undang pidana, seyogyanya meliputi ketiga 

bidang hukum itu untuk mencapai keadilan. Semua ini, berkaitan pula 

dengan masalah di dalam sistem hukum pidana Indonesia secara 

keseluruhan. Masalah-masalah itu, menurut Sudarto berupa: (a)   

kriminalisasi dan deskriminalisasi, (b) pemberian pidana, (c)  pelaksanaan  

hukum  pidana,  dan  (d)  sampai  seberapa  jauh  urgensi KUHP Nasional.
21

 

Semua masalah di atas akan terjawab dengan adanya  kebijakan  

hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa: 

kebijakan hukum pidana akan melalui tiga tahapan, yaitu (1) tahap 
penegakan hukum  in  abstracto  oleh  badan  pembentuk  undang-
undang yang disebut dengan kebijakan legislative sebagai tahap   
formulasi hukum; (2) tahap penegakan hukum in concrito pada 
penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari pihak 
kepolisian sampai pengadilan yang disebut dengan kebijakan yudikatif 
sebagai tahap aplikasi hukum; dan (3) tahap penegakan hokum in  
concrito  pada  pelaksanaan  pidana  berupa  pidana  penjara oleh 
petugas  pelaksana  pidana/pidana penjara  yang  disebut  dengan  
kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum.

22
 

 

Ketiga tahap itu dapat diterapkan secara berurutan yang dimulai 

dengan membentuk KUHP. 

                                                             
20 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1996, hlm. 29 - 30. 
21 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 39. 
22 Barda Nawawi Arief, op.cit., hlm. 30. 
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Pembentukan RUU  KUHP  baru  sampai  saat  ini  masih  dalam  

tahap pertama, yaitu formulasi hukum pidana. Pada tahap ini, segala aspek 

hukum dan jenis sanksi pidana  dapat  diberikan  oleh  warga  masyarakat 

sebagai masukan kepada pihak pemerintah (cq Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia) dan KUHP   Baru   yang  dapat   memenuhi rasa 

keadilan masyarakat dan bangsa Indonesia. Masukan dari masyarakat ini 

masih terbuka lebar sebelum ditetapkan dan diberlakukannya suatu KUHP 

Nasional. 

Kriminalisasi  suatu  perbuatan  pidana  baru  dapat  berasal  dari  

kaidah- kaidah sosial yang menjadi sumber pembentukan kaidah hukum 

pidana meliputi nilai-nilai dan kaidah-kaidah moral, agama, budaya yang 

hidup dalam kesadaran masyarakat.
23 Apabila KUHP Nasional  terbentuk  

kelak,  maka  ketiga  tahapan pidana di atas merupakan  satu jalinan mata 

rantai yang saling berkaitan  dalam satu kebulatan sistem penegakan 

hukum pidana. Semua ini akan semakin baik, apabila ditambah dengan 

masukan  dari  warga  masyarakat  sebagai  ketentuan hukum yang hidup 

(living law). 

Apakah hal-hal baru yang dimuat dalam ketentuan RUU KUHP Baru 

yang akan menjadi KUHP Nasional kelak? Beberapa hal baru di dalam 

RUU KUHP Baru yang  membedakannya  dengan  KUHP  lama  antara  

lain  dapat  disebutkan sebagai berikut:
24

 

                                                             
23 Salman Luthan, Kebijakan  Kriminalisasi  dalam Reformasi  Hukum Pidana, Jurnal Hukum Ius 

Constitutum, No. 11 Vol. 6,  Yogyakarta, FH UII, 1999, hlm. 4. 
24 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2014, hlm. 
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Dalam KUHP lama, perzinaan  diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang 

diancam dengan pidana adalah hanya untuk laki-laki dan perempuan yang 

berada dalam ikatan perkawinan, sedangkan untuk laki-laki dan perempuan 

yang tidak dalam ikatan perkawinan tidak diancam pidana. Akan tetapi 

dalam konsep KUHP Tahun 2008, dan Tahun 2012, laki-laki dan 

perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan, dan yang  tidak  dalam  

ikatan  perkawinan  dapat  diancam pidana.  Hanya  saja  sifat  deliknya  

masih  delik  aduan.
25 Pasal  483  Rancangan konsep KUHP 2012 mengatur 

mengenai tindak pidana zina, dengan tidak membedakan antara mereka yang 

telah kawin dan yang belum kawin. Begitu pula tidak dibedakan antara laki-

laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
26

  

2. Dasar Pemidanaan dan Penjatuhan Pidana 

Dalam KUHP lama, perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang 

diancam dengan pidana adalah hanya  pelaku  yang sudah  kawin,  sedangkan  

untuk  pelaku yang belum kawin tidak diancam pidana. Pasal 288 (1) 

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 

l. a.  seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak 

(overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku 

baginya, 

 b.  seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak; 

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, 

padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; 

 b. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan 

perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut 

bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. 

                                                             
25 Lihat penjelasan Pasal 483 Rancangan konsep KUHP tahun 2012   
26 Bandingkan  dengan  uraian  Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Hukum Pidana:  Perkembangan 

Konsep KUHP Baru, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, hlm. 258-261. 
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(2)  Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan   

suami/istri yang tercemar, dan bilamana  bagi  mereka  berlaku  

pasal  27  BW, dalam  tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan 

permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan 

itu juga. 

(3)  Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75. 

(4)   Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam 

sidang pengadilan belum dimulai. 

(5)   Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak 

diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena 

perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja 

dan tempat tidur menjadi tetap. 
 

Akan tetapi dalam konsep KUHP Tahun 2012, laki-laki dan 

perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan, dan yang tidak dalam 

ikatan perkawinan dapat diancam pidana. Hanya saja sifat deliknya masih 

delik aduan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 483 KUHP (Rancangan 

konsep KUHP Tahun 2012). 

Pasal 483 Tentang 

Zina 

(1) Dipidana karena zina, dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun: 

a. laki-laki yang berada dalam ikatan  perkawinan  melakukan  

persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; 

b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan  melakukan  

persetubuhan dengan  laki-laki yang bukan suaminya; 

c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan   melakukan   

persetubuhan dengan  perempuan, padahal diketahui   bahwa 

perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; 

d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan  

persetubuhan dengan laki-laki,  padahal diketahui   bahwa 

laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau 

e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat 

dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. 

(2) Tindak   pidana   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (1)   tidak   

dilakukan penuntutan   kecuali  atas  pengaduan   suami,  istri,  

atau  pihak  ketiga  yang tercemar. 
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(3) Terhadap  pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  

tidak  berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28. 

(4) Pengaduan  dapat  ditarik  kembali  selama  pemeriksaan  di  

sidang  pengadilan belum dimulai. 
 

B. Delik Perzinaan dalam Pasal 483 RUU KUHP Tahun 2012 

Tindak pidana perzinaan atau overspel yang dimaksudkan dalam Pasal 

284 ayat (1) KUHP merupakan suatu opzettleijk delict atau suatu tindak 

pidana yang harus dilakukan  dengan  sengaja.  Itu  berarti  unsur  kesengajaan  

tersebut  harus terbukti  ada  pada  diri pelaku,  agar ia dapat  dinyatakan  

terbukti  telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak 

pidana perzinaan dari tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 

ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b KUHP.
27

 

Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau dalam bentuk 

maksud untuk melakukan perzinaan pada diri pelaku ternyata tidak dapat 

dibuktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum 

atau ontslag van rechtsvervolging bagi pelaku.
28

 

Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan dalam Pasal 284 pada ayat 

(1) saja, terdiri dari empat macam larangan, yakni: 

 

1. Seorang laki-laki  yang  telah  kawin  melakukan zina, padahal  Pasal  

27  BW berlaku baginya; 

2. seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal 

diket ahu i bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; 

3. seorang laki-laki turut berzina dengan seorang  perempuan  yang 

diketahuinya telah kawin; 

4. seorang   perempuan   yang   turut   berzina   dengan   seorang   

laki-laki  yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. 

                                                             
27 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma 

Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 78. 
28 Ibid., hlm. 79. 
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Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan 

zina, apabila memenuhi tiga syarat esensil, yaitu: 

1.  melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan  atau  laki-laki  bukan  

suami  atau bukan istrinya; 

2. bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW; 

3. dirinya sedang berada dalam perkawinan. 

Apabila  pada  laki-laki  atau  perempuan  yang  melakukan  zina  itu  

tidak berlaku Pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi 

kawannya melakukan  zina itu tunduk pada Pasal 27 BW, dan diketahuinya  

bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya 

bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan 

zina, yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu 

sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari Pasal 55 ayat (1) KUHP 

adalah sebagai pembuat peserta (mede pleger). 

Jadi untuk berkualitas  turut serta dalam berzina,  diperlukan  empat 

syarat, yaitu: 

1. melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan 

suaminya atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah; 

2. dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW; 

3. temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 

BW; 

4. diketahuinya (unsur kesalahan: kesengajaan) bahwa: 

a. temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau 

beristri, dan b. yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya 

bersetubuh itu. 
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Sementara itu, apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak 

tunduk pada Pasal 27 BW, kedua-duanya, baik laki-lakinya maupun 

perempuannya tidaklah melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak 

ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga apabila baik 

laki-lakinya maupun perempuannya tidak sedang terikat perkawinan, artinya 

tidak sedang beristri atau tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada 

Pasal 27 BW, maka kedua-duanya laki-laki atau perempuannya  yang 

bersetubuh  itu tidak melakukan zina maupun turut serta melakukan zina.
29

 

Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, di mana dalam waktu 

yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri, dan seorang 

perempuan hanya boleh dengan satu suami. 

Apa  yang  dimaksud  dengan  bersetubuh  atau  persetubuhan,  Hoge  

Raad dalam pertimbangan hukum suatu Arrestnya (5-2-1912) menyatakan 

bahwa "persetubuhan  adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan 

alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di 

mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang 

kemudian mengeluarkan air mani".
30  Sampai kini pengertian  bersetubuh  

seperti itu tetap dipertahankan  dalam praktik hukum. Apabila alat penis tidak 

sampai masuk ke dalam vagina walaupun telah mengeluarkan air  mani,  atau  

masuk  tetapi  tidak  sampai  keluar  sperma, menurut pengertian bersetubuh 

seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan 

                                                             
29 Adami Chazawi,  Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005, hlm. 56-57. 
30 R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 209. 
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persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 telah dapat dipidana karena telah 

masuk percobaan berzina. 

Pengertian zina menurut Pasal 284 yang disyaratkan harus laki-laki atau 

perempuan yang sedang kawin tersebut di atas, berlatar belakang pada pemikiran 

orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran   perkawinan,  yang 

berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang pada penodaan nilai-nilai 

kesucian  daripada  persetubuhan. Menurut hokum adat di dalam persetubuhan  

itu terkandung  nilai-nilai  kesucian.  Oleh karena  itu, untuk melakukannya 

diperlukan syarat, yaitu perkawinan. Apabila dilakukan di luar perkawinan, dia 

berdosa  dan telah melanggar nilai kesucian itu, dia telah berzina, oleh sebab itu 

si pembuatnya harus dihukum. 

Berdasarkan yang telah diterangkan mengenai zina tersebut di atas, 

nyatalah pembentuk undang-undang telah mengadakan diskriminasi antara orang 

yang tunduk pada BW yang in casu orang-orang Eropa dan orang Cina 

dengan orang- orang lainnya terutama penduduk asli Indonesia, yang pada 

umumnya orang-orang beragama Islam yang tidak tunduk pada asas monogami. 

Oleh karena itu, penduduk asli Indonesia atau lainnya yang beragama Islam, 

tidak dapat dipidana melakukan zina, tetapi hanya dapat dipidana karena turut 

serta melakukan zina dalam hal kawannya bersetubuh itu telah bersuami dan 

Pasal 27 BW berlaku baginya. 

Bagaimana kedudukan kejahatan zina seperti diterangkan di atas pada 

masa kini? Pengertian zina dengan syarat-syarat tersebut di atas telah diberikan 

isi tafsiran yang lain oleh Mahkamah Agung melalui: 
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1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1980 tanggal 31 Desember 

1980, yang pada dasarnya berisi hal sebagai berikut. 

a. Seorang suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW  yang  tidak ada  

izin beristri lebih dari seorang (menurut  Pasal 3, jo 4, dan 5 UU 

No. 1 Tahun 1974) berlaku pula asas monogami seperti yang terdapat 

pada Pasal 27 BW; 

b. Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP berlaku pula terhadap para suami yang 

tidak tunduk pada Pasal 27 BW dan tidak ada izin dari Pengadilan 

Agama untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan perzinaan 

sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan; 

c. Oleh karena  itu,  seorang  suami  yang  berzina  baik  hal  tersebut  

dilakukan dengan seorang perempuan yang telah maupun yang tidak 

kawin, melakukan perzinaan ini sebagai pembuat (dader); 

2. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung yang telah sedemikian jauh 

menafsirkan pengertian zina sehingga zina menurut hukum adat pun dapat 

dipidana, sebagaimana dalam pertimbangan hukum  putusannya  Nomor  93  

K/Kr/1976 tanggal 19 Nopember 1977, yang menyatakan sebagai berikut. 
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“Pengadilan  Negeri  berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus  perbuatan 

yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan pidana yang 

mempunyai bandingannya dalam KUHP.   Delik adat zina merupakan 

perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, 

terlepas dari tempat urn-van atau tindak perbuatan tersebut dilakukan seperti 

disyaratkan oleh Pasal 281 KUHP, ataupun terlepas dari persyaratan apakah 

salah  satu  pihak  itu  kawin  atau  tidak  seperti  dimaksud  oleh  Pasal  284 

KUHP.”
31

 

 

Dalam praktik  pengadilan  yang  sekarang,  SEMA  tersebut  di  atas  

telah diturut oleh pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia. Kejahatan zina 

merupakan tindak pidana aduan absolut, artinya dalam segala kejadian 

perzinaan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya  si pembuat  atau 

pembuat  pesertanya  dilakukan penuntutan. 

Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terwujudnya 

diperlukan   dua   orang,  disebut   dengan   penyertaan   mutlak,   yang   tidak   

dapat dipisahkan satu dengan yang lain (onsplitsbaarheid), walaupun si pengadu 

mengadukan  satu orang saja di antara  dua manusia  yang telah berzina itu, tidak 

menyebabkan  untuk  tidak  dilakukannya  penuntutan  terhadap  orang  yang  

tidak diadukan  oleh  si pengadu.  Akan  tetapi,  jaksa  penuntut  umum,  tidak  

menjadikan hapus  haknya  untuk  tidak  melakukan   penuntutan   terhadap  

orang  yang  tidak diadukan berdasarkan asas opportunitas. Hal ini sesuai pula 

dengan pendapat Mahkamah Agung  dalam  pertimbangan  hukum  putusannya  

No.  52  K/Kr/1953 tanggal   19  Maret  1955,   yang  menyatakan   bahwa   

"Suatu   pengaduan   perihal kejahatan perzinaan (operspel), yang oleh suami 

hanya dimajukan terhadap si lelaki yang  melakukan  perzinaan  itu.  Tidaklah  

                                                             
31 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan 

Hoge Raad, Jakarta: Raja Grafindo Persada, , 1979, hlm. 170. 
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mungkin  berhubung  dengan  sifat  yang tidak  dapat  dipisahkan  

(onsplitsbaarheid)   dari  pengaduan  itu  (pendapat  Jaksa Agung).  Pengaduan   

semacam  itu  berarti  pengaduan   juga  terhadap  istri  yang melakukan 

perzinaan, tetapi Penuntut Umum leluasa untuk tidak menuntut si istri itu 

berdasarkan asas opportuniteit".
32

 

Pengaduan yang dimaksud dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga 

bulan, bagi yang tunduk pada BW diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah 

meja dan tempat tidur. Akan tetapi, bagi yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW 

syarat yang disebutkan terakhir tidak diperlukan. Dalam hal pengaduan 

semacam ini, Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku. Pasal 72 mengenai pengadu 

yang belum dewasa yang umurnya belum genap enam belas tahun atau di 

bawah pengampuan. Pasal 73 tentang korban yang berhak mengadu meninggal 

dunia. Pasal 75 tentang hak menarik pengaduan dalam waktu tiga bulan. 

Pengaduan dapat ditarik sewaktu-waktu sebelum dimulainya pemeriksaan 

di sidang pengadilan. Dalam praktik, pada sidang pertama hakim terlebih dulu 

menanyakan pada saksi pengadu apakah dia tetap akan meneruskan 

pangaduannya, ataukah akan menariknya? Apabila dalam  sidang itu si pengadu  

menyatakan  dia menarik pengaduannya, maka   hakim   tidak  melanjutkan   dan   

menghentikan pemeriksaan. Apabila dalam sidang pertama itu pengadu tidak 

menariknya,  untuk  seterusnya dia tidak dapat lagi menarik pengaduan itu.
33

 

                                                             
32 Adami Chazawi,  Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005, hlm. 61. 
33 Ibid., hlm. 62. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK 

PIDANA PERZINAAN DALAM RUU KUHP TAHUN 2012 

 

A. Analisis Konsep Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 483 RUU 

KUHP Tahun 2012 

Dalam  hukum  Islam,  perzinaan  dianggap  sebagai  suatu  perbuatan  

yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh 

ulama, kecuali   perbedaan   hukumannya.   Menurut   sebagian   ulama   tanpa   

memandang pelakunya, baik dilakukan  oleh orang yang belum menikah atau 

orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar 

kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap  sebagai 

perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi  nilai kepidanaannya,  

walaupun  hal itu dilakukan  secara sukarela  atau suka sama suka. Meskipun  

tidak ada yang merasa dirugikan,  zina dipandang oleh Islam sebagai 

pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Zina 

diharamkan dalam segala keadaan. 

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum 

positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak 

dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada 

yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan  suatu perbuatan  sebagai tindak 

pidana hanya karena akibat kerugian  semata,  hukum  positif  mengalami  

kesulitan  membuktikan,  siapa  yang merugi dalam kasus seperti ini. Sebagai 
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salah satu jarimah kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya 

apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. 

KUH Pidana memang menganggap bahwa persetubuhan di luar 

perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. 

Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang 

dilakukan oleh laki-laki maupun wanita  yang  telah  menikah,  sedangkan  zina  

yang  dilakukan  laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk 

dalam larangan tersebut. 

Pasal 483 ayat (I) sub a, b, c, d, e versi RUU KUHP tahun 2012: 

Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan 

dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa 

tercemar akibat perbuatan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kalau  mereka  semua  

diam,  tidak  ada  yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka 

dianggap melakukannya secara sukarela  dan  tentu  tidak  dihukum.  Hukum 

positif  menganggap  kasus  perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya 

dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa 

dirugikan.  Pengaduan itu pun masih dapat ditarik selama belum disidangkan, 

kecuali untuk masalah perkosaan karena perkosaan menunjukkan secara jelas 

adanya kerugian, Pasal 285 KUH Pidana. Dalam kasus perkosaan, ada 

pemaksaan untuk melakukan  perzinaan,  baik dengan  kekerasan  maupun  

ancaman kekerasan. 

Apabila seorang laki-laki yang mempunyai istri melakukan hubungan 

seksual (bersetubuh) dengan perempuan lain tetapi si istri tidak keberatan, maka 
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KUHP tidak akan diberlakukan kepada suami. Begitu pula apabila seorang 

perempuan yang mempunyai suami bersetubuh dengan laki-laki lain tetapi si 

suami tidak keberatan, maka si istri juga tidak akan dikenai hukuman oleh 

KUHP. 

Jadi, apabila suami tidak keberatan  istrinya  berselingkuh  (berzina)  

dengan laki-laki lain atau si istri tidak keberatan suaminya  berselingkuh  

(berzina) dengan perempuan lain dengan motif hawa nafsu, imbalan materiil, 

atau lainnya; maka perbuatan zina tersebut bukan perbuatan buruk yang (perlu) 

dilarang dalam KUHP. 

Apabila suami merasa malu mengadukan istrinya atau istri merasa malu 

mengadukan suaminya yang  melakukan  perselingkuhan   kepada  aparat  

penegak hukum,  maka  sudah  barang  tentu  perbuatan  zina  tersebut  tidak  

akan  diproses. Dengan  demikian,  perbuatan  zina  yang  dilakukan  seorang  

suami  atau  istri  dapat berjalan terus. Jadi, berarti Pasal 284 KUHP versi lama 

atau 483 KUHP versi 2008, dan 2012 ini tidak akan berfungsi untuk 

mencegah terjadinya perbuatan zina dalam masyarakat, dan bahkan memberi 

peluang.
34

 

Dalam KUHP Republik Indonesia, kategori zina muhsan dan ghairu 

muhsan tidak dikenal.  Dalam Pasal 284 KUHP lama, zina hanyalah  zina 

yang pelakunya sudah  terikat  dengan  akad  nikah,  yaitu  kasus  

perselingkuhan  yang  terjadi  dalam rumah tangga dan termasuk dalam delik 

aduan, sehingga di samping KUHP tidak mengenal  istilah  zina  ghairu  

                                                             
34 Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina, Pandangan Hukum Islam dan KUHP, Jakarta: Bulan 

Bintang, 2003, cet. ke-1, hlm. 191-192. 
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muhsan,  di  dalamnya  juga  mengandung  pengertian bahwa selama para 

pelaku suami atau istri yang tetap merasa aman dengan delik perzinaan  yang  

dilakukan  pasangannya,  maka  pelaku  tidak  dapat  dituntut  karena tidak 

diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan.  

Satu langkah maju, versi Pasal 483 RUU KUHP 2012 tidak  

membedakan antara  mereka  yang telah kawin dan yang belum  kawin.  

Begitu  pula tidak dibedakan  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam 

melakukan tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan 

yang berada  dalam  ikatan  perkawinan,  dan  yang  tidak  dalam  ikatan  

perkawinan  dapat diancam pidana. Hanya saja sifat deliknya masih delik 

aduan. 

Menurut penulis, ancaman pidana dalam Pasal 483 RUU KUHP tahun 

2012 terlalu ringan  hanya  maksimal  lima  tahun,  dan  delik  perzinaan  masih  

dianggap sebagai  delik  aduan.  Oleh  sebab  itu,  menurut  penulis  perlu  

perbaikan  terhadap rumusan Pasal 483 KUHP dengan rumusan sebagai 

berikut: 

(1) Dipidana karena zina,  dengan  pidana penjara paling lama 20 tahun: 

a. laki-laki yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  

persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; 

b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan  melakukan  

persetubuhan dengan  laki-laki yang bukan suaminya; 
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c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan   

persetubuhan dengan  perempuan,  padahal  diketahui  bahwa  

perempuan  tersebut  berada dalam ikatan perkawinan; 

d. perempuan yang tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  

persetubuhan dengan laki-laki,  padahal diketahui   bahwa laki-laki 

tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau 

e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam 

perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

penuntutan meskipun  tidak  ada  pengaduan  suami,  istri,  atau  

pihak  ketiga  yang tercemar. 

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  

berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28. 

(4) Pengaduan tidak dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang 

pengadilan belum dimulai. 

Memperhatikan keterangan di atas bahwa meskipun Pasal 483 RUU 

KUHP tahun 2012 masih banyak kekurangannya, namun satu langkah maju 

yaitu dapat di pidananya perempuan atau laki-laki yang melakukan zina, 

apakah dia terikat dalam ikatan perkawinan atau tidak terikat dalam ikatan 

perkawinan. 

Mencermati dan menyikapi perlunya perbaikan kembali dalam 

merumuskan tindak pidana perzinaan, maka makin diperlukannya meninjau 

ulang konsep KUHP tahun   2012.   Itulah   sebabnya,  kebutuhan   pembaruan   
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hukum   pidana   bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh 

pakar hukum pidana sejak tahun 1960-an  yang  meliputi  hukum  pidana  

materiil  (substantif),  hukum  pidana  formal (prosedural,  hukum  acara 

pidana),  dan hukum  pelaksanaan  pidana.  Ketiga bidang hukum pidana itu 

harus sama-sama diperbarui sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas di 

dalam hukum pidana Indonesia.
35   

Apabila hanya salah satu bidang hukum pidana saja diperbarui dan yang 

lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan  hukum  dan  tujuan  

pembaruan  tidak  tercapai.  Ini  mengingat,  tujuan utama pembaruan hukum 

pidana ialah untuk penanggulangan kejahatan. 

Usaha pembaruan hukum pidana sudah dimulai sejak masa permulaan 

berdirinya Republik Indonesia, yaitu saat diproklamasikan pada tanggal 17 

Agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 

memuat tentang Aturan  Peralihan.  Pada Pasal II Aturan  Peralihan  dikatakan  

bahwa "segala  badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, 

selama belum diadakan yang baru menurut  undang-undang  dasar ini". 

Ketentuan  tersebut berarti bahwa hukum pidana  dan  undang-undang   pidana  

yang  berlaku  saat  itu,  yaitu  selama  masa pendudukan  bala tentara Jepang 

atau Belanda,  sebelum ada ketentuan  hukum dan undang-undang yang baru. 

Akan tetapi, di bidang hukum pidana materiil, Wefboek van Strafrecht 

voor Nederlands Indie masih tetap berlaku dan diterapkan di pengadilan selama 

belum ada yang baru, dalam arti belum ada suatu produk legislatif  yang 

                                                             
35 Selain asas legalitas, asas-asas hukum pidana terdiri atas asas kesamaan, asas proporsionalitas, 

asas  personalitas,  asas  publisitas,  dan  asas  solidaritas.  Lihat  Roeslan  Saleh,  Beberapa  Asas  

Hukum Pidana dalam Perspektif, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 24-25. 
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menyatakan  bahwa WvS atau beberapa pasal dan WvS tidak berlaku lagi oleh 

Pemerintah Indonesia saat itu. Pada tahun 1944, pemerintah bala tentara Jepang 

memang pernah mengeluarkan Gunsei  Keizirei,  semacam  KUHP  yang  harus  

diterapkan  oleh  pengadilan  dalam perkara pidana. Apabila suatu perbuatan 

termasuk  dalam rumusan atau kualifikasi delik  dalam  WvS  dan  juga  

Gunsei  Keizirei,  maka  yang  harus  diterapkan  ialah ketentuan  di  dalam  

Gunsei  Keizirei.
36  Keadaan  ini  berlangsung  sampai dikeluarkannya UU No. 

1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Februari 1946 oleh Pemerintahan Soekarno - 

Hatta. Kemudian berlanjut pula dengan upaya mengubah KUHP terhadap 

perbuatan kejahatan berkaitan dengan bendera nasional dan negara sahabat 

berdasarkan pada ketentuan dari UU No. 73 Tahun 1958. Sejak saat itu dapat 

dikatakan bahwa pembaruan hukum pidana sudah mulai dilakukan dan 

diupayakan secara intensif oleh pakar hukum pidana, khususnya terhadap isi 

KUHP, baik dalam suasana Indonesia merdeka maupun pada saat 

mempertahankan  kemerdekaan  dari Belanda yang ingin kembali menjajah 

negeri ini. 

Hukum pidana memuat tentang aturan-aturan  hukum  yang  mengikatkan 

kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu pada suatu akibat 

berupa pidana.  Sejalan  dengan  hal  itu,  setiap  KUHP  memuat  dua  hal  

pokok.  Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang 

diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat harus dipenuhi yang 

memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.  Jadi, di  sini  seolah-olah  

                                                             
36 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 28. 
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negara  menyatakan  kepada  umum  dan  penegak hukum tentang perbuatan-

perbuatan  apa yang dilarang oleh undang-undang  pidana dan siapa saja yang 

dapat dipidana. Kedua, KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang 

akan diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dilarang itu. Pada 

hukum pidana modem, reaksi ini tidak hanya berupa pidana, akan tetapi 

juga apa yang disebut dengan tindakan bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.
37

 

 

B. Analisis  Hukum  Islam  terhadap  Tindak  Pidana  Perzinaan  dalam  

Pasal  483 RUU KUHP Tahun 2012 

Suatu perbuatan dianggap delik (jarimah) bila terpenuhi syarat dan 

rukun, adapun  rukun  jarimah  dapat  dikategorikan  menjadi  dua:  pertama,  

rukun  umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. 

Kedua, unsur khusus, artinya   unsur-unsur   yang  harus  terpenuhi   pada  jenis  

jarimah   tertentu.   Yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah: pertama, 

unsur formil (adanya undang- undang atau nas). Kedua, unsur materiil (sifat 

melawan hukum). Keiga, unsur moril (pelakunya  mukalaf).  Ditinjau  dari segi 

berat ringannya  hukuman,  jarimah  dapat dibagi  kepada  tiga  bagian  antara  

lain:  jarimah  hudud,  jarimah  qisâs/diyat,  dan jarimah ta'zir,
38 sedangkan 

zina merupakan jarimah hudud. 

                                                             
37 Nanda  Agung  Dewantara,  Kemampuan  Hukum  Pidana  dalam  Menanggulangi  Kejahatan- 

kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 38. 
38 Abd al-Qadir  Audah,  al-Tasyri'  al-Jina'i  al-Islamy,  Juz I, Mesir:  Dar al-Fikr  al-Araby,  tth, 

hlm. 609. 
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Zina  adalah  hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dengan  perempuan  

tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta 

tanpa adanya unsur subhat. Delik perzinaan  ditegaskan  dalam al-Qur'an  dan 

sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah  (ghairu muhsan) 

didasarkan  pada ayat al- Qur'an, yakni di dera seratus kali. Sementara bagi 

pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti 

melempari batu,
39  sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari pezina 

muhsan sampai menemui ajalnya. 

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan 

sanksi yang amat  berat,  baik itu hukum  dera  maupun  rajam,  karena  alasan  

yang  dapat dipertanggungjawabkan   secara  moral  dan  akal. Kenapa  zina  

diancam  dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina 

sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam 

(dilempari batu sampai meninggal dengan  disaksikan  orang banyak),  jika  ia 

muhsan.  Jika ia ghairu  muhsan,  maka dihukum  cambuk  100 kali.  Adanya  

perbedaan  hukuman  tersebut  karena  muhsan seharusnya bisa lebih menjaga 

diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau  masih  dalam  ikatan  

perkawinan  yang  berarti  menyakiti  dan  mencemarkan nama baik 

keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu  

syahwatnya  lebih  besar  karena  didorong  rasa  keingintahuannya,   namun 

keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan. 

                                                             
39 Hasbi  ash  Shiddieqy,   Tafsir  al-Qur'an   al-Majid   an-Nur,  Jakarta:   Bulan  Bintang,   1965, 

XV:136. 
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Ancaman  keras  bagi  pelaku  zina  tersebut  karena  dalam  pandangan  

Islam zina merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat 

kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat 

manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan 

rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang 

kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah.
40 

Hukuman  delik perzinaan  

yang menjadi  perdebatan  di kalangan  umat Islam adalah hukum rajam. 

Jumhur ulama menganggap tetap eksisnya hukum rajam, sekalipun bersumber 

pada khabar ahad. Sementara golongan Khawarij, Mu'tazilah dan sebagian 

fuqaha Syiah menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum dera (cambuk).
41

 

Adapun alasan mereka yang menolak hukum rajam adalah: 

1. Hukum  rajam  dianggap  paling berat di antara  hukum  yang ada 

dalam Islam namun tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. Seandainya 

Allah melegalkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara definitif 

dalam nas. 

2. Hukuman bagi hamba sahaya separuh dari orang merdeka, kalau 

hukum rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman 

separoh mati. Demikian juga ketentuan hukuman bagi keluarga Nabi 

dengan sanksi dua kali lipat Apakah ada dua kali hukuman mati.Secara 

jelas ayat yang menolak adalah surat an-Nisa ayat : 25 

 

 
                                                             
40 Al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 316-318. 
41 Abdurahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-'Arba'ah, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fiqh, t.t. 

hlm. 179 
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( ٥٢:النساء)فاذااحصن فان اتين بفا حشة فعليهن نصف ما عاى المحصنت من العذاب   

Artinya: jika para budak yang telah terpelihara melakukan perbuatan keji 

(zina), maka  hukumannya  adalah  separuh  dari  wanita  

merdeka (QS. an-Nisa ayat 25). 

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukum rajam tidak dapat dibagi 

dua, maka hukum yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika 

pelakunya budak, maka berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 25 

adalah separuh, yakni lima puluh kali. Demikian halnya dengan 

ketentuan surat al-Ahzab ayat 30 

وكان ذلك عل اللَّ °ينساءالنبي من يات منكن بفا حشة مبينة يضعف لهاالعذاب ضعفين

(٠٣:الاحزاب)يسيرا   

Artinya: Hai  istri-istri   Nabi  jika  di  antara  kalian  terbukti   

melakukan perbuatan  keji (zina), maka dilipatgandakan  

sanksinya  yaitu dua kali lipat. (QS. al-Ahzab ayat 30). 

Ayat di atas menggambarkan bahwa hukum rajam tidak dapat 

dilipatgandakan,  yakni dua kali lipat. Jika diberlakukan  hukum dera 

100 kali maka dua kali lipatnya adalah 200 kali. 

3. Hukum dera yang tertera dalam surat an-Nur ayat 2 berlaku umum, 

yakni pezina muhsan   dan   ghairu   muhsan.   Sementara   hadis   Nabi   

yang   menyatakan berlakunya hukum rajam adalah lemah.
42 Masih 

dalam aliran ini, Izzudin bin Abd as-Salam sebagaimana d ikut ip  

oleh  Fazlur  Rahman,  menyatakan  bahwa  hukum  rajam  dengan  

                                                             
42 Ali as-Sayyis, Tafsir Ayat al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 11. 
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argumentasi seluruh materi yang bersifat tradisional bersifat non reiable, 

di samping tidak ditegaskan   dalam   al-Qur'an   juga   warisan   sejarah   

orang-orang   Yahudi.
43

 

Sementara Anwar Haryono menyatakan, bahwa hukum rajam pertama 

kali diterapkan  dalam  sejarah  Islam  terhadap  orang  Yahudi  dengan  

mendasarkan kitab  mereka,  yakni  Taurat.  Kejadian  itu  kemudian  menjadi  

rujukan  hukum, artinya  siapa  saja  yang  berzina  dirajam.
44   Demikian  

halnya  dengan  pendapat Hasbi  ash-Shiddieqy,  hukum  rajam  ada  dan  

dipraktekkan  dalam  Islam,  akan tetapi terjadi sebelum diturunkannya  surat 

an-Nur ayat (2). Maka hukum yang muhkam sampai sekarang adalah hukum 

dera bagi pezina.
45  

Alangkah bijaksananya kalau mengatakan hukum had itu 

tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah sempurna perbuatan dosa seseorang, 

yakni terpenuhinya syarat, rukun dan tanpa adanya unsur subhat. 

Tidak ada maksud mengklaim kebenaran pada salah satu pihak yang pro 

dan kontra tentang sanksi bagi pezina (dera atau rajam). Ada baiknya 

merujuk pada teks dengan mempertimbangkan realitas masyarakat 

kontemporer, seperti Indonesia  yang  plural.  Artinya  harus  bertolak  dari  

kenyataan  bahwa  hukum rajam bukan hukum yang hidup dalam sistem 

negara Islam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas ini tentunya tidak lepas 

dari adanya perubahan konstruksi masyarakat  sekarang,  dengan konstruksi  

masyarakat  muslim pada saat hukum rajam diterapkan. Perubahan 

                                                             
43 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual, alih bahasa Ahsin Muhammad, 

Bandung: Pustaka, 1985, hlm. 35. 
44 Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, hlm. 

178. 
45 Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir...Op. Cit., hlm. 88 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

53 

masyarakat pada gilirannya merubah rasa hokum masyarakat,  sehingga  

masyarakat  enggan  melaksanakan  hukum  rajam,  di sisi lain pezina harus 

dihukum berdasarkan ketentuan al-Qur'an. 

Di sini perlu dipahami, bahwa perintah Rasul untuk enghukum rajam 

bagi pezina harus diperhitungkan latar belakang historisnya: 

1. Hukum   rajam   pertama   kali   diterapkan   kepada   orang   Yahudi,   dasar 

hukumnya adalah kitab mereka yakni Taurat. 

2. Diterapkannya  hukum  rajam  pada masa  Nabi  adalah  ketika  surat  an-

Nur ayat (2) belum  diturunkan.  Sedang hukum  yang berlaku  setelah 

diturunkannya surat an-Nur ayat (2) adalah hukum cambuk (dera) 100 kali. 

3. Rasulullah SAW menghukum rajam di kala itu bukan sebagai hukuman 

had, melainkan hukuman ta'zir.
46

 

Dari berbagai bentuk sanksi delik perzinaan dapat ditarik benang merah 

sebagaimana  yang diungkapkan  oleh Jalaludin Rahmat, hukum rajam 

mempunyai fungsi sebagai penjera yang dalam konteks masyarakat modern 

dapat diganti dengan hukuman  lain.
47   

Di sisi  lain  hukum  Islam  harus  

diberlakukan  secara  substansial dengan tidak meninggalkan ruh syari'ah. 

Senada dengan pernyataan di atas, menurutnya, ketika memahami hukum Islam, 

teori gradasi layak dipertimbangkan, demikian  halnya  dengan  prinsip  nasikh  

wa  mansukh,  serta  kondisi  masyarakat sebagai syarat mutlak dalam 

pemberlakuan sistem hukum. Yusuf al-Qardhawi berkomentar, sanksi   

perzinaan   akan   efektif   diberlakukan   sebagaimana   yang diinginkan oleh 
                                                             
46 Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology, India: Starling Publiser, 1990, hlm. 91. 
47 Jalaludin  Rahmat,  "Pengantar"  dalam  Islam  dan  Tantangan  Modernitas,  Bandung:  Mizan, 

1996, hlm. 16. 
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nas jika masyarakat  sempurna memahami  agamanya.  Sebaliknya, jika  

masayarakat  lemah  imannya,  lingkungan  tidak  mendukung,  seperti  wanita 

banyak   mempertontonkan   kecantikannya,   beredarnya   film-film   pomo,   

adegan perzinaan terbuka lebar di mana-mana, kondisi seperti ini tidak efektif 

untuk memberlakukan hukum secara definitif.
48

 

Hukum rajam atau dera seratus kali bagi pezina bukanlah suatu 

kemutlakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syahrur dengan 

teorinya halah al-had al-a'la, (batas maksimal ketentuan hukum Allah), bahwa 

hukum rajam (dera) bisa dipahami sebagai hukum tertinggi dan adanya upaya 

untuk berijtihad dalam kasus tersebut  dapat  dibenarkan.
49   Demikian  halnya  

pelaku  yang  tidak  diketahui  oleh orang lain, Islam memberikan peluang 

terhadapnya untuk bertobat.
50  Sebagaimana Nabi menjadikan sarana dialog 

dalam kasus Ma'iz bin Malik, yang mengaku berzina dan minta disucikan 

kepada Nabi. Nabi berpaling dan bertanya berulang-ulang agar pengakuan 

dicabut dan segera bertaubat. 

Dari berbagai pendapat tentang eksistensi hukum rajam, dapat 

disimpulkan bahwa  hukum  rajam  adalah  alternatif  hukuman  yang  terberat  

dalam  Islam  dan bersifat insidentil. Artinya penerapannya lebih bersifat 

kasuistik. Karena hukuman mati  dalam  Islam  harus  melalui  pertimbangan   

matang  kemaslahatan   individu maupun masyarakat. 

                                                             
48 Yusuf al-Qaradawi, Syari'at Islam Ditantang Zaman, alih bahasa Abu Zaki, Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1983, hlm. 119-120. 
49 Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah wa al-Muasirah, Mesir: Dar al-Insaniyah al-

Arabiyah, 1990, hlm. 455 
50 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Bandung: Dina Utama, 2006, 

hlm.112. 
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Menurut  hukum  pidana  Islam,  hukuman  adalah  seperti  didefinisikan 

oleh Abdul Qadir Audah: 

 مارلاشارعا لعقوبة ھ  ى ا  لجزاء ا  لمقرلرمصلحة ا  لجام ع  ة ع  لى ع  صیان

"Hukuman   adalah   pembalasan   atas   pelanggaran   perintah   syara' yang 

ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas 

ketentuan-ketentuan syara'."
51

 

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah 

satu tindakan  yang  diberikan  oleh  syara'  sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  

yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban 

dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan 

individu. 

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan 

umum disyariatkannya  hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan  umat 

dan sekaligus menegakkan keadilan.
52  

Atas dasar itu, tujuan utama dari 

penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:. 

a. Pencegahan (الرعد والز   جر) 

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah 

agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-

menerus melakukan  jarimah  tersebut.  Di samping  mencegah  pelaku,  

pencegahan  juga mengandung  arti mencegah  orang lain selain pelaku 

agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui 

                                                             
51 Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 

609 
52 Abd al-Wahhâb Khalâf, ‘Ilm usûl al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad 

Abu Zahrah,  Usûl al-Fiqh, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351. 
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bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan 

terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan 

demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang 

berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya,  dan  menahan  

orang  lain  untuk  tidak  berbuat  seperti  itu  serta menjauhkan diri dari 

lingkungan jarimah. 

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman 

adakalanya pelanggaran terhadap larangan (Jarimah positif) atau 

meninggalkan kewajiban  maka arti pencegahan  pada keduanya  tentu 

berbeda.  Pada keadaan yang pertama (jarimah positif) pencegahan  berarti 

upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan 

yang kedua (jarimah negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak 

melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman 

diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya.  Contohnya  seperti  

penerapan  hukuman  terhadap  orang  yang meninggalkan salat atau tidak 

mau mengeluarkan zakat.
53

 

Oleh   karena   tujuan   hukuman   adalah   pencegahan   maka   

besarnya hukuman  harus  sesuai  dan cukup  mampu  mewujudkan  tujuan  

tersebut,  tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan 

demikian terdapat prinsip  keadilan  dalam  menjatuhkan  hukuman.  Apabila  

kondisinya  demikian maka hukuman terutama hukuman ta'zir, dapat 

berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku 

                                                             
53 A.Hanafi, op.cit, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 255-256. 
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ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan 

beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa 

cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya  yang perlu  dimasukkan  

ke dalam  penjara  dengan  masa  yang tidak terbatas jumlahnya atau 

bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati. Dari  uraian  tersebut  di  

atas  jelaslah  bahwa  tujuan  yang  pertama  itu, efeknya adalah untuk 

kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari  perbuatan  

jarimah  maka  masyarakat  akan  tenang,  aman,  tenteram,  dan damai. 

Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap 

pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan 

selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu. 

b. Perbaikan dan Pendidikan (اصلإ   لاح والتھیذب) 

Tujuan yang kedua dari penjatuhan  hukuman  adalah mendidik  

pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari 

kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap 

diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam 

diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut 

akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya   

terhadap   jarimah   serta   dengan   harapan mendapat rida dari Allah SWT. 

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh 

untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu 

jarimah, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya   dan  

hukuman  akan  menimpa  dirinya,  baik  perbuatannya   itu diketahui oleh 
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orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa 

negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri   

dari   kekuasaan   dunia,   namun   pada   akhirnya   ia   tidak   akan   dapat 

menghindarkan diri dari hukuman akhirat.
54

 

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan 

hukuman  juga bertujuan  membentuk  masyarakat  yang baik yang diliputi oleh 

rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan 

mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah 

adalah  perbuatan  yang  tidak  disenangi  dan  menginjak-injak   keadilan  serta 

membangkitkan   kemarahan   masyarakat   terhadap   pembuatnya,   di   samping 

menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya. 

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan 

reaksi dan balasan dari masyarakat  terhadap perbuatan  pelaku yang telah 

melanggar kehormatannya  sekaligus  juga  merupakan  upaya  menenangkan  

hati  korban. Dengan  demikian,  hukuman  itu  dimaksudkan  untuk  

memberikan  rasa  derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbangan atas 

perbuatannya dan sebagai sarana  untuk  menyucikan  dirinya.  Dengan  

demikian  akan  terwujudlah  rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh 

masyarakat.
55

 

Hukuman  dalam  hukum  pidana  Islam  dapat  dibagi  kepada  beberapa 

bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima 

penggolongan. 

                                                             
54 Wardi Muslich, op.cit, hlm. 138. 
55 Ibid., hlm. 257. 
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(1) Ditinjau dari  segi  pertalian  antara  satu  hukuman  dengan  hukuman  

yang ainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Hukuman  pokok  ('uqubah  asliyah),  yaitu  hukuman  yang  ditetapkan 

untuk  jarimah  yang bersangkutan  sebagai  hukuman  yang asli, 

seperti hukuman  qishash  untuk  jarimah  pembunuhan,  hukuman  dera  

seratus kali untuk  jarimah  zina,  atau hukuman  potong  tangan  untuk  

jarimah pencurian. 

b. Hukuman  pengganti  ('uqubah  badaliyah),  yaitu  hukuman  yang 

menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat 

dilaksanakan  karena  alasan  yang  sah,  seperti  hukuman  diat  

(denda) sebagai   pengganti   hukuman   qisas,   atau   hukuman   ta'zir   

sebagai pengganti   hukuman   had   atau   hukuman   qisas   yang   tidak   

bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah 

hukuman pokok,  yaitu untuk  pembunuhan  menyerupai  sengaja  atau  

kekeliruan, akan  tetapi  juga  menjadi  hukuman  pengganti  untuk  

hukuman  qisas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman 

ta'zir juga merupakan   hukuman   pokok   untuk   jarimah-jarimah   

ta'zir,   tetapi sekaligus juga menjadi hukuman  pengganti  untuk 

jarimah hudud atau qisas  dan diat yang  tidak  bisa  dilaksanakan  

karena  ada  alasan-alasan tertentu.
56 

                                                             
56 Ahmad Wardi Muslich, op.cit, hlm. 142 – 143. 
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c. Hukuman tambahan ('uqubah taba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti 

hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti 

larangan  menerima  warisan  bagi  orang  yang  membunuh  orang  

yang akan  diwarisnya,  sebagai  tambahan  untuk  hukuman  qisas  atau  

diyat, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang 

yang melakukan  jarimah  qadzaf  (menuduh  orang  lain  berbuat  zina),  

di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali. 

d. Hukuman   pelengkap   ('uqubah   takmiliyah),    yaitu   hukuman   

yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan 

tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan 

hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri 

yang telah dipotong dilehernya. 

(2) Ditinjau  dari  segi  kekuasaan  hakim  dalam  menentukan  berat  

ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian. 

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas 

tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai 

hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman 

jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi 

hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja. 

b. Hukuman  yang  mempunyai  dua  batas,  yaitu  batas  tertinggi  dan 

batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan 
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untuk memilih  hukuman  yang  sesuai  antara  kedua  batas  tersebut,  

seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.
57 

(3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman 

tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut. 

a. Hukuman yang  sudah  ditentukan  ('uqubah  muqaddarah),  yaitu 

hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' 

dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, 

menambah,  atau menggantinya  dengan  hukuman  yang lain. 

Hukuman ini disebut hukuman  keharusan  ('uqubah  lazimah).  

Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk 

menggugurkannya  atau memaafkannya. 

b. Hukuman yang belum ditentukan ('uqubah ghair muqaddarah), yaitu 

hukuman  yang diserahkan  kepada hakim untuk memilih jenisnya  

dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan 

menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku 

dan perbuatannya.  Hukuman  ini  disebut  juga  Hukuman  Pilihan  

('uqubah mukhayyarah),   karena  hakim   dibolehkan   untuk  memilih   

di  antara hukuman-hukuman tersebut.
58

 

(4) Ditinjau  dari  segi  tempat  dilakukannya  hukuman  maka  hukuman  

dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut. 

                                                             
57 Ibid, hlm. 67 – 68.  
58 Ibid, hlm. 68. 
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a. Hukuman  badan ('uqubah  badaniyah),  yaitu hukuman  yang 

dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan 

penjara. 

b. Hukuman jiwa ('uqubah nafsiyah), yaitu hukuman yang dikenakan 

atas jiwa  manusia,   bukan  badannya,   seperti  ancaman,   peringatan,   

atau teguran. 

c. Hukuman  harta  ('uqubah  maliyah),  yaitu  hukuman  yang  dikenakan 

terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta. 

(5) Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, 

hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut. 

a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah 

hudud. 

b. Hukuman qisas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas 

jarimah-jarimah qishash dan diyat. 

c. Hukuman   kifarat,   yaitu   hukuman   yang   ditetapkan   untuk   

sebagian jarimah qisas dan diat dan beberapa jarimah ta'zir. 

d. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah 

ta'zir.
59

 

Apabila   memperhatikan   tentang   jarimah   (delik),   dader,   dan   

‘uqubah perspektif hukum Islam, maka tampaklah kesempurnaan hukum pidana 

Islam, tidak seperti anggapan  miring bahwa  hukum  pidana  Islam sebagai  

hukum  yang kejam. Justru hukum positif yang ada sekarang ini telah 

                                                             
59 Makhrus  Munajat,  Dekonstruksi  Hukum  Pidana  Islam,  Yogyakarta:  Logung  Pustaka,  

2004, hlm. 44 - 45. 
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memperlihatkan adanya kelemahan. Berdasarkan hal itu, maka para pakar 

mencoba membuat pembaruan hukum pidana, sehingga pembaruan sangat 

diperlukan. 

Dalam syari'at Islam, perzinaan bukan saja suatu perbuatan  yang 

dianggap jarimah. Lebih dari itu, perzinaan  dikategorikan  sebagai suatu 

tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok 

jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. 

Kelompok jarimah hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang 

sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya 

sebagian anggota tubuh pelaku jarimah. 

Konsep ini, menurut H.A, Djazuli adalah dalam upaya mencegah 

meluasnya percabulan  dan kerusakan  akhlak. Di samping itu, untuk 

menumbuhkan  anggapan bahwa   zina   bukan   hanya   merugikan   

perseorangan,   tetapi   juga   masyarakat.
60 Kerusakan  lembaga  perkawinan  

di  dunia  Barat  diakibatkan  legalnya  hubungan seksualitas  yang dilakukan  

oleh orang-orang  dewasa secara sukarela.  Keadaan itu menyebabkan  

berpalingnya laki-laki  dari kehidupan  suami istri menuju pemuasan hubungan   

biologis   dengan   wanita   yang  bukan  istrinya   dan  ini  menyebabkan 

hilangnya perasaan tanggung jawab yang bersangkutan terhadap keluarga, anak, 

dan istrinya. 

Pemberian  sanksi  yang  sangat  berat  bagi  pelaku  perzinaan, selain  

karena anggapan bahwa zina merupakan perbuatan yang sangat terkutuk serta 

                                                             
60 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 36. 
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menyebabkan terganggunya kemaslahatan umum, juga karena Islam telah 

menawarkan bentuk penyaluran   biologis   secara   legal,   terhormat,   dan   

manusiawi,   yaitu   institusi perkawinan.  Tawaran  tersebut  pada  saat yang 

kritis  sampai  pada taraf  kewajiban untuk dilaksanakan.  Jadi, wajarlah bila 

pelaku perzinaan diberikan hukuman yang berat karena  sebelumnya  telah 

diberikan  alternatif  melalui  perkawinan.  Pemilihan alternatif  pelampiasan  

seksualitas  selain  melalui  institusi  nikah  adalah pembangkangan terhadap 

pembuat syari'at dan itu layak dihukum berat. 

Bagi  para  pelaku  jarimah  zina  ini ditetapkan  tiga  macam  hukuman,  

yaitu hukuman  jilid atau dera, hukuman  pengasingan  (isolasi)  atau taghrib, 

dan hukum rajam. Hukuman dera dan pengasingan diterapkan bagi pelaku ghair 

muhsan, yaitu perzinaan yang dilakukan  oleh mereka  yang  belum  merasakan  

persetubuhan  atau belum menikah, sedangkan hukuman rajam diterapkan bagi 

pezina menurut sebagian ulama ditujukan bagi mereka yang muhsan, yaitu 

mereka yang telah merasakan hubungan seksual, baik statusnya sedang menikah 

maupun tidak. 

Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina muhsan, yaitu 

dengan tambahan hukum rajam, adalah balasan bagi pelaku yang telah 

mendapatkan kesempatan  dari Tuhan untuk  merasakan  hubungan  seksualitas  

yang sah,  melalui perkawinan.  la telah  mengingkari  nikmat  yang  telah  

Tuhan  berikan  kepadanya. Dengan demikian, pengingkaran terhadap nikmat 

yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan rajam. Padahal nikmat 

perkawinan yang Tuhan karuniakan kepadanya  tidaklah disertai pemaksaan  
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untuk berada pada status quo. Kalau yang bersangkutan tidak lagi merasakan  

kepuasan  dalam penyaluran  biologisnya,  tanpa harus melalui pintu yang 

terlarang atau berzina, Tuhan juga memberikan keleluasaan untuk memilih  

cara lain, yaitu melalui poligami. Walaupun tidak dianjurkan, bila 

dibandingkan dengan berzina, cara terakhir ini masih dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Demikian sekilas perbandingan  pandangan  antara fiqh jinayah dan 

KUHP. Boleh jadi, maraknya kasus MBA (married by accident) yang sangat 

sering terjadi di masyarakat merupakan akibat dari rumusan KUHP bahwa 

apabila hubungan di luar nikah  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka  oleh  

pasangan  yang  belum  terikat pernikahan   tidak   disebut   sebagai   perbuatan   

zina.
61 Demikian   juga   maraknya prostitusi di Indonesia dipengaruhi oleh 

pemahaman yang berasal dari KUHP. 

Seandainya   rancangan   UU   Republik   Indonesia   tentang   KUHP   

sudah disahkan,  tentu  saja  akan  sangat  baik.  Sebab  terkait  perzinaan,  

dalam  Pasal  483 KUHP  versi  2012  telah  disebutkan  bahwa  dipidana  

karena  zina,  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: laki-laki 

dan perempuan  yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah 

melakukan persetubuhan. Dalam rancangan UU ini telah mencakup laki-laki 

dan perempuan yang berada dalam perkawinan dan juga yang tidak terikat 

dalam  perkawinan,  walaupun  hukumannya  berupa  penjara paling lama 5 

(lima) tahun, bukan pidana cambuk 100 kali sebagaimana QS. Al-Nur (24)  ayat  

                                                             
61 M.  Nurul  Irfan,  Nasab  dan  Status  Anak  dalam  Hukum  Islam,  Jakarta:  Amzah,  2012,  cet. 

pertama, hlm. 147. 
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2,  namun  sungguh  sangat  perlu  diapresiasi.  Hanya  saja  sebagaimana 

rumusan  yang telah penulis kemukakan,  sebaiknya  dalam  pasal tersebut  

ancaman pidananya  maksimal  20  tahun,  dan  harus  dikategorikan  sebagai  

delik  biasa  dan bukan delik aduan. Hal ini dimaksudkan untuk membangun 

efek  jera dengan tetap membangun nilai-nilai kemanusiaan dan mengandung 

unsur edukatif. 

Di dalam konsep KUHP Tahun 2012 pasal 483 KUHP (Rancangan 

Konsep KUHP Tahun 2012) tidak membedakan baik perempuan atau laki-laki 

yang berada dalam ikatan perkawinan dan yang tidak dalam ikatan perkawinan 

dapat diancam pidana.Hanya saja sifat deliknya masih delik aduan,sedang hukum 

pidana islam tidak memerlukan pengaduan terlebih dahulu,jadi antara konsep 

KUHP Tahun 2012 pasal 483 (Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012) ada 

kesamaan dengan hukm pidana Islam,masing-masing pelaku zina dapat diancam 

pidana. 

Dalam  perspektif  hukum  pidana  Islam,  semua  kejahatan  atau  

perbuatan maksiat  termasuk  delik  biasa,  dan  tidak  ada  satu  maksiat  atau  

kejahatan  yang dianggap delik aduan. Dengan demikian dari segi hukum Islam, 

setiap maksiat atau kejahatan itu dapat diancam pidana, dan tidak memerlukan 

pengaduan lebih dahulu. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan 

perbuatan maksiat, seperti perzinaan dapat diancam pidana tanpa 

memperhatikan apakah ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak, juga tidak 

memandang apakah jenis kelaminnya, apakah sudah atau belum menikah. Hal 

ini sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq: 
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Semua  bentuk  hubungan  kelamin  yang  menyimpang  dari  ajaran  agama 

(Islam) dianggap zina yang dengan sendirinya  mengundang  hukuman yang 

telah digariskan, karena ia (zina) merupakan salah satu di antara perbuatan- 

perbuatan yang telah dipastikan hukumnya.
62

 

Al-Qur’an surat an-Nur ayat 2 menegaskan 

 

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-

tiap seorang  dari  keduanya  seratus  kali  dera,  dan  janganlah  belas  

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) 

agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan 

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 

sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nuur: 2). 

Berdasarkan isi dari surat An-Nuur ayat 2 diatas,sudah jelas bahwa tidak 

ada ru’syah (keringanan) bagi perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina 

dalam penetapan sanksi hukumannya,karena sudah jelas dalam hukum pidana 

islam perbuatan zina sudah ditentukan sanksi hukumnya. Ketentuan ini 

mempunyai tujuan agar manusia tidak terjerumus dalam perbuatan yang di murkai 

Allah.Hukum rajam contohnya yang  merupakan hukuman pasti bagi para pelaku 

pezina baik laki-laki maupun perempun,yang dilempari batu kerikil (koral) sampai 

mati.
 
Penggunaan batu kecil itu dimaksudkan agar terpidana dapat merasakan 

kesakitan sedikit demi sedikit agar berlangsung lama rasa sakit dari penyiksaan 

                                                             
62 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, hlm. 400. 
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tersebut. Hukuman itu setimpal dengan kejahatan yang ia perbuat. Hukuman 

rajam itu dilakukan di depan umum untuk peringatan bagi masyarakat, sebagai 

perhatian dan pembelajaran bagi uamat pada umumnya. Sanksi atau hukuman 

rajam ini hanya di peruntukan kepada para pelaku pezina yang mencukupi syarat-

syarat zina itu. Sedangkan hukuman dera atau cambuk dilaksanakan sampai batas 

maksimal 100 kali deraan.
63

 

Pengaruh perzinahan mengakibatkan keresahan dan permasalahan-

permasalahan dikalangan masyarakat dan tentu saja hal ini akan menjadi masalah 

sosial karena konstruksi hubungan para pezina di masyarakat secara umum  akan  

membentuk  kerusakan nilai moral dan etika dalam sosial. 

Adapun hadis yang menjelaskan  hukuman zina antara lain adalah 

sebagai berikan:   

حد شنا يحي بن بكير حد شنا الليش عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيداللَّ بن عبداللَّ عن زيد بن خالد رضي 

 اللَّ عنه عن رسول اللَّ عليه وسلم انه امر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغر يب عام

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan 

kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin 

Abdullah dari Zaid bin Khalid radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu 

alaihi wasallam,bahwa Beliau memerintahkan bagi siapa yang berzina 

dan belum pernah menikah agar dicambuk seratus kali dan diasingkan 

selama setahun. (H.R BUKHARI-2455). 

           

                                                             
63 Wardi Muslich Ahmad, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) Cet.   Ke.2, 

h. 29   Imron Abu Amar, Fat-hul Qarib Jilid II (Kudus: Menara Kudus,1983), h.138 
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   Hadis lain juga menjelaskan tentang hukuman bagi para pezina yang 

diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut: 

خبر نابشر بن عمرزحرني عن حمد بن سلمة عن قتادة عن حسن عن ختن بن عبداللَّ عن عبدة بن 

البكر :الصمت ان رسول اللَّ صلى اللَّ عليه وسلم قال خذواعلى خذواعلى قد جعل اللَّ لهن سبيلا

 بالبكرجلدمائة ونفى سنة والشيب جلد مائة والرجم بالحجرة

Artinya : Telah  mengabarkan  kepada  kami  dari Bisri  bin  Umar Zahroniy  

dari Hammad  bin  Salamah  dari  Qatadah  dari  al-Hasan dari  

Khittan  bin Abdullah dari Ubadah bin Ash-Shamit, sesungguhnya 

Rasulullah saw bersabda  Allah  telah  memberikan  jalan  ke  luar  

bagi  mereka  (pezina), jejaka  dengan  gadis,  hukumannya  dera  

seratus  kali  dan  pengasingan selama  satu  tahun.  Sedangkan  duda  

dengan  janda,  hukumannya  dera seratus kali dan rajam.
64

 

 

 

 

 

 

                                                             
64  Risalah Nasikun, Tafsir Ahkam; Beberapa Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam, 

(Yogyakarta:CV Bina Ilmu, 1984), h.44. 

A. Djazli, Fiqih Zinayah (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h.35. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  uraian-uraian  sebelumnya,  dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: Pasal 483 Tentang Zina  

Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: 

a. Laki-laki  yang  berada dalam  ikatan  perkawianan  melakukan  

persetubuhan dengan perempuan  yang bukan istrinya,sedangkan 

dalam Islam dihukum rajam karena dia zina Mukhshon. 

b. Perempuan  yang berada dalam  ikatan perkawinan melakukan  

persetubuhan  dengan  laki-laki  yang bukan  suaminya,dalam Islam di 

rajm 

c. Laki-laki  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan 

persetubuhan dengan perempuan,  padahal  diketahui bahwa 

perempuan tersebut  berada dalam  ikatan  perkawinan,dalam Islam di 

dera seratus kali 

d. Perempuan  yang  tidak  dalam  ikatan perkawinan melakukan  

persetubuhan  dengan laki-laki, padahal  diketahui  bahwa laki-laki 

tersebut berada dalam  ikatan perkawinan,sedangkan dalam islam dari 

perempuannya di dera seratus kali sedang yang laki-laki di rajam 

e. Laki-laki dan perempuan  yang masing- masing tidak terikat dalam 

perkawinan yang sah melakukan persetubuhan,dalam islam di dera 

seratus kali dan di asingkan 

(5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud  pada ayat 1 tidak diketahui  

penuntutan  kecuali  atas  pengaduan  suami, istri, atau  pihak  ketiga 

yang  tercemar. 

(6) Terhadap pengaduan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  2 tidak 

berlaku ketentuan pasal 25, pasal 26, dan  pasal  28. 

(7) Pengaduan  dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang  

pengadilan belum dimulai,dan dalam Islam pengaduan tidak dapat 

ditarik. 
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1. Pidana zina dalam Pasal 483 ayat (I) sub a, b, c, d, e Rancangan Konsep 

KUHP tahun 2012, penuntutan terhadap pelaku zina hanya dilakukan atas 

pengaduan dari salah  satu  pasangan  yang  terlibat  dalam  kasus  ini,  atau  

mereka  yang  merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, 

kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak 

merasa dirugikan,  mereka dianggap melakukannya   secara   sukarela   dan   

tentu   tidak   dihukum.   Hukum   positif menganggap kasus perzinaan 

sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada 

pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Meskipun demikian dalam 

RUU KUHP 2012, Pasal 483 mengatur mengenai tindak pidana zina, dengan 

tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin.  

Begitu  pula  tidak  dibedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam 

melakukan  tindak  pidana  tersebut,  semuanya  dapat  diancam  pidana  

hukuman penjara maksimal 5 tahun. Terlepas dari itu semua, dengan adanya 

konsep KUHP 2012 menunjukkan suatu langkah maju yang patut di 

apreasiasi oleh semua pihak karena RUU KUHP 2012 sudah lebih baik lagi 

dibanding dengan KUHP sebelumnya. 

 

B. Saran-Saran 

1. Dalam   mewujudkan   keadilan, kepastian   hukum,   ketertiban,   dan  

efektivitas penegakan  hukum  maka  perlu  reformulasi  Pasal  483  

RUU  KUHP  versi  2012 dengan mengadopsi sanksi pidana versi 

hukum pidana Islam. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

72 

2. Penelitian ini belum final, oleh karena itu perlu diberi kesempatan yang 

seluas- luasnya  kepada  peneliti  lain  untuk  meneliti  perzinaan  pasal  

483  tentang  zina dalam rancangan RUU KUHP Tahun 2012. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat 

dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis 

menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam 

paparan maupun metodologinya.  Karenanya dengan sangat menyadari, tiada 

gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca 

menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai. 
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